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Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dibentuk pada bulan 
Mei 1975 sebagai ganti Lembaga Bahasa Nasional, Direktorat Jenderal Ke-
budayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas 
µntuk menahgani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia melalui 
kegfatan penelitiaq, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berda-
sarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masalah kebahasaan 
yang menjadi gar11.pan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertaliail 
dengan bahasa nasional, bahasa daerah, dan--dalam bat as tertentu- - bahasa 
asing di Indonesia. 
Kesadaran terhadap betapa luasnya cakupan dan beratnya tugas itu men-
dorong Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berusaha membina dan 
mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lem-
baga penelitian, dan badan lain di dalam dan di luar negeri, baik pemerintah 
maupun swasta. Berkat jaringan kerja sama itu, dalam waktu lima belas ta-
hun telah dihasUkan, antara lain, lebih dari 1000 laporan penelitian bahasa 
dan sastra, lebih dari 190.000 istilah berbagai bidang ilmu pengetahuan, 
empat jenis kamus ilmu dasar (fisika, matematika, biologi, dan kimia), kamus-
kamus bahasa daerah-lndonesia, buku-buku pedoman dan acuan, serta sekitar 
lima ratus orang tenaga kebahasaan yang terampil dalam melaksanakan 
penelitian, pengembangan, dan.pembinaan bahasa dan sastra. 
Hasil yang sangat penting yang dipersembahkan oleh Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa adalah tersebarluasnya edisi perdana Kamus 
Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia pada bulan 
Oktober 1988 dalam rangka penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia V. 
Kesungguhan dan ketja keras yang diperlihatkan oleh pimpinari dan 
karyawannya dalam merencanakan dan melaksanakan berbag~ kegiatan se-
lama dasawarsa pertama, baik yang berupa penyuluhan m~upun, yang berupa 
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pertemuan kebahasaan, .seperti ' seminar, koriferensi, kongres, dan sirnposium, 
Pusat Pembinaan · dan Pengeml:>!l11gjlll Bahasa telah berhasil _menarik simpati 
berbagai pihak, baik di dalarn maupun di luar ne~ri. Keberhasilan Pusat Pem-
'binaan dan Pengembangan Bahasa untuk mendapatkan pengakuan dari ma-
syarakat luas sebagai lembaga kebahasaan yang patut dianut merupakan pres-
tasi yang mencolok selarna kurun waktu Hrna belas tahun terakhir inL 
Kini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memasuki dasawarsa 
kedua dengan langkah yang Iebih mantap. Pengalarnan pada kurun w3ktu 
Hrna belas tahun telah memungkinkan lembaga ini tumbuh menjadi Iebih 
dewasa. Kalau pada dasawarsa pertama Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa telah berhasil menyadarkan masyarakat fo.donesia akan pentingnya 
fun~i dan kedudukan bahasa Iirdonesia dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara, maka pada dasawarsa kedua Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa bertekad untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ma8yarakat 
pemakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ~erta berupaya meningkatkan 
apresiasi inasyarakat terhadap sastra Indonesia dan daerah, 
Jakarta, Januari 1991 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Sejarah Singkat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Pada tahun 1947, Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia 
yang bernaung di bawah Depa¥tement van Onderwijs, Kunsten en Wetens-
cluippen (Kementerian Pengajaran, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan) me-
r1'smikan lembaga kegiatan ilmiah kebahasaan dan kebudayaan di lingkungan 
perguruan tinggi yang diberi nama Instituut voor Taal en CUltuur Onderzoek 
(ITCO). Dalam pada itu Mr. Suwandi, Menteri Pendidikan, P.engajaran.dan 
Kebudayaan, menugasi K.R.T. Amin Singgih menyiapkan lembaga negara 
yang menangani masalah pemeliharaan dan pentbinaan bahasa Indonesia dan 
qaerah. Panitia Pekerja itu belum berhash menjalankan tugas dengan se-
penµhnya karena baru sempat satu kali metlgadakan rapat, pada tanggal 21 
Juli 1947, tentara .Belanda menduduki clan merampas gedung-gedung pe-
merintah Republik Indonesia. Panitia k.emudian melanjutkan kerjanya di 
Yogyakarta ketika ibukota negara pindah ke kota itu, dan terbentuklah Balai 
Bahasa di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, 
dan Kebudayaan pada bulan Maret 1948. 
Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas 
Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO sehingga menjadi 
Lembaga Bahasa dan Buday&. Selanjutnya, mulai 1 Juni 1959 lembaga ini 
diubah menjadi' Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang lan~ung berada di 
bawah Departemen Pendidikan, P~gajaran, dan Kebudayaan. 
Pada tanggal 3 November 1966 lembaga ini diubah menjadi Direktorat 
Bahasa dan Kesusastra.an $Crta d~asukkan ke dalam Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tiga tahun kemu-
dian, mulai tansgal 27 Mei 1969, direktorat ini diubah menjadi Lembaga 
Bihasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. Akhirnya, mulai · 1 April 197 5 lembaga ini menjadi Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa. 
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1.2 Permasalahan Kebahasaan di Indonesia 
Tujuan nasionai sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah "melindungi segenap bang$3 Indonesia <!an seluruh 
tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerda8kan kehidupia.ii bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang bereasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" 
Dalam hubungan itu, pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan se-
bagai bagian integral pembangunan nasional harus dilaksanakan seirama 
dengan pembangunan pada sektor-sektor lain. 
Untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional itu, bahasa dan - sastr~ 
sebagai unsur kebudayaan nasional dan modal budaya bangsa Indonesia perlu 
dibina dan dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan nasional tentang bahasa 
yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 
dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa 
negara, dan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai aiat perhubungan dan 
dipelihara oleh masyarakat perhakainya dilindungi dan dibinajuga oleh negara 
sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup. 
Sementara itu, pemakaian dan pengajaran bahasa-bahU.a asing yang lazirn 
dipakai di dalam hubungan antarbangsa, terutama dalani lingkungan Perseri~ 
katan Bangsa-Bangsa (PBB) pada umurnnya dan dalam lingkurigan Persatuan 
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada khususnya, serta di dalam dunia ilmu 
pengetah\Jan dan teknologi modem perlu dibina dan diarahkan untuk ke-
pentingan nasional, dan dirnanfaatkan sebagai salah satu sumber pengembang-
an bahasa nasional. 
Berkenaan dengan itu, sehn-uh. permasalahan b;ihasa di Indonesia sebagai 
masalah nasional yang merupakan satu jaringan masalah yang dijalin oleh (1) 
masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, (3) masalah pengajaran 
bahasa asing perlu diolah dan digarap secara teliti, berencana, berkesinam-
bungan, serta terarah 'llnenuju tercapainya tujuan pembangunan nasional 
dalam Jangka pendek dan jangka menengah, serta menuju terwujudnya tujuan 
nasional dalam jangka panjang, sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). 
Masalah kebahasaan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut. 
a. Bahasa Indonesia dalam berbagai fungsinya: sebagai bahasa negara, 
sarana komunikasi ilmu dan teknologi, saralia pendidikan, dan sarana 
pengembang kebudayaan, wajib ditingkatkan .pengembangan dan pembi-
naannya secara terpadu dan terencana, Dengan demikian, masyarakat 
bahasa Indonesia akan merniliki a!at komunikasi yang canggih, yang 
mempunyai bentuk estetis, luwes, dan beragam, sesuai dengari keperlu31! 
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pemakaiannya. Langkah yang perlu dilanjutkan ialah pemantapan ejw) 
yang sudah dibakukan, pem~yarakatad tata bahaSa yang baku, pen8em-
bangan kamus dan berbagai Ia,as bahasa Indonesia, berdasarkan peren-
canaan bahasa yang cermat dan teliti. 
b . Kemampuan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam 
situasi yang memerlukannya serta jumlah pemakainya masih perlu 
ditingkatkan agar tercapai keterampilan berbahasa yang tinggi dan sikap 
positif yang mengandung unsur kebanggaan bahasa, kesetiaan bahasa, 
dan kesadaran akan norma bahasa. Sasaran itu harus diusahakan melalui 
jalur formal, nonformal, dan informal. 
c. Bahasa daerah Nusantara yang dipelihara masyarakat perlu tetap dibina 
karena bahasa itu juga berperan sebagai wadah kebudayaan daerah 
dan sebagai unsur budaya nasional. Untuk mencapai maksud itu. pene-
litian bahasa daerah perlu digalakkan dengan sasaran penyusunan grama-
tikal deskriptif bahasa daerah yang penting dan kamus dwibahasa bahasa 
daerah. 
d. Susastra Indonesia dan susastra daerah sebagai hasil reka cipta dunia seni 
Indonesia perlu dibina dan dikembangkan agar dapat diminati dan di-
nikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia secara lebih. luas. 
e. Jumlah dan mutu profesional tenaga kebahasaan dan kesusastraan perlu 
ditingkatkan jika dikaitkan dengan peluasan tugas pembinaan dan pe-
ngembangan bahasa. 
f. Mengingat sangat luasnya ruang lingkup pembinaan dan pengembangan 
bahasa, maka diperlukan suatu lembaga yang memiliki kedudukan dan 
struktur organisasi yang memadai. 
g. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
dapat tercapai dengan baik jika ditunjang ofoh tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai. 
1.3 Arah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 
1.3.l Arah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Garis haluan kebahasaan adalah hal-hal berkenaan dengan penentuan 
kedudukan bahasa (nasional, daerah, asing) dan fungsinya (keresmian,,perhu-
bungan luas, tujuan khusus, kependidikan, dan kebudayaan). Kebijakan yang 
menyangkut bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, ditekankan agar 
bahasa Indonesia, dalam kedudukannya 'Sebagai .bahasa negara dan bahasa 
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nasional, tumbuh menjadi bahasa modern _yang dapat memenuhi fungsiny.a 
sebagai sarana komunikasi nasional, unsur .sarana pengembangan kebudayaan 
nasional, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu . pengetahuan dan 
teknologi modern, dan sarana untuk mewariskan tata nilai nasionai kepada 
generasi penerus, 
Kebijakan yang menyangkut bahasa daerah, baik lisan maupun tulisan, 
diarahkan agar bahasa daerah, sebagai unsur kebudayaan yang hidup dan 
mempunyai peranan tersendiri dalam masyarakat etnik, tumbuh serasi dengan 
bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi sumber utama pemekaran kosakata 
bahasa Indonesia dan, sebaiiknya, bahasa Indonesia menjadi sumber pemekar-
an kosakata bilhasa daerah serta dapat memenuhi berbagai fungsi kemasyara-
katan yang diberikan kepada bahasa daerah itu dengan memperhatikan 
kenyataan bahwa bahasa daerah di Indonesia beratus-ratus jumlahnya, taraf 
perh•robangan yang dicapai dan fungsi kemasyarakatan yang dimiliki tidak 
sama, dan kelompok etnis pendukungnya berbeda-beda pula jumlahnya. 
Kebijakan yang menyangkut b,ahasa asing diarahkan agar pembinaan 
bahasa asing, sebagai sarana memasuki dunia pergaulan antarbangsa di bidang 
ilmu, teknologi, agama, kebudayaan, ekonomi, dan politik; berkembang 
tan pa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbµhan bahasa Indonesia. 
1.3.2 Arah Pembinaandan Pengembangan Sastra 
Garis haluan pembinaan dan pengembangan sastra adalah hal-hal ber-
kenaan dengan jaringan masalah yang muncul dari "insan sastra" (sastrawan, 
penikmat sastra) dan karya sastra (Indonesia, daerah, dan (pengaruh] sastra 
asing). 
Upaya pembinaan sastra bertujuan menciptakan masyarakat yang apre-
siatif dengan jalan melakukan penyuluhan, peningkatan mutu sastrawan dan 
karya sastra, penilaian karya sastra, sayembara, dan pemberian hadiah sastra. 
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai jaringan, antara lain, sastrawan 
dan kritikus sastra serta menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga atau 
badan yang relevan. 
PengembangaQ sastra dilaksanakan dengan melakukan penelitian ter-
hadap karya sastra dan penyebarluasan basil penelitian itu untuk konsumsi 
para sastrawan, penikmat sastra, dan kritikus sastra (Indonesia dan daetah). 
Dengan cara itu, para penikmat dapat mengetahui arti pentingnya karya 
s~~ dan para saStraw!lll dapat lebih meningkatlcan wawasan. Pada gilirannya, 
hJSil penelitian itu, dapat digunakan sebagai l5ahan penulisan buku teori 
'Sistril Indopesia. Di samping itu, perlu pula dilakukan penerjemahan buku-
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buku teori sastra asing yang relevan dalam menunjang teori sastra Indonesia. 
Hal penting pula yang perlu dilakukan adalah::pentransliterasian teks-teks sas· 
tra klasik yang tertulis serta perekaman, pentranskripsian, dan penerjemahan 




KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 
• 
2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 079/0 Tahun 1975, yang diubah dan disempurnakan de-
ngan Keputusan Menteri J>endidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/0/1980, 
kedudukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditetapkan sebagai 
pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bah~a yang berada 
langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kequdayaan. ·Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melak-
sanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal 
Kebudayaan. 
Pusat Pembinaan dan Peng¢mbangan Bahasa mempunyai tugas melak-
san8kan penelitian, pembinaal), dan pengembangan bahasa dan sastra ber. 
<ilasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan· 
Bahasa mempunyai fungsi : 
a. merumuskan kebijaksanaan Menteri dan kebijaksanaan teknis di bidang 
penelitian dan pengembangan bahasa; 
b. melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa, serta membina unit 
pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; dan 
c. melaksanakan urusan tata usaha Pusat. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0218/ 
0/ 1990, tanggal 3 April 1990, telah ditetapkan Perincian Tu gas Bagian. Sub-




2.2 Susunan Organisasi 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terdiri dari: 
a. Bagian Tata Usaha; 
b. Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah; 
c. Bidang Sastra Indonesia dan Daerah; 
d. Bidang Perkamusan dan Peristilahan; dan 
e. Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra. 
Bagian Tata Usaha 
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administra-
si kepada semua satuan organisasi di lingkungan Pusat. Untuk menyelenggara-
kan tugas itu, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga; 
b. melakukan urusan kepegawaian; dan 
c. melakukan urusan keuangan. 
Bagian Tata Usaha terdiri atas (l) Subbagian Urusan Dalam, (2) Sub-
bagian Kepegawaian, dan (3) Subbagian Keuangan. 
Perincian tugas Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut : 
l) menyusun program kerj;t tahunan Bagian dan mempersiapkan penyusun-
an program kerja tahunan Pusat ; 
2) mempersiapkan rancangan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan 
dan pengembangan bahasa ; 
3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data; 
4) melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan di lingkungan Pusat; 
5) melaksanakan urusan penyelenggaraan rapat dinas; 
6) melaksanakan urusan perlengkapan; 
7) melaksanakan urusan kerumahtanggaan; 
8) melaksanakan urusan kepegawaian; 
9) melaksanakan urusan keuangan; 
10) melaksanakan urusan pengembangan ket,atausahaan ; 
11) melaksanakan pemantauan pelaksanaan rencana dan program kerja; 
12) me-1-aksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan; 
13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian dan mempersiap-
~an penyusunan laporan ·pelaksanaan program kerja Pusat. 
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Subbagian Urusan Dalam 
Perincian tugas Subbagian Urusan Dalatn adalah: 
I) menyusun program kerja tahunan Subbagian dan mempersiapkan penyu-
sunan program kerja tahunan Bagian serta mempersiapkart bahan penyu-
sunan program kerja tahunan Ptisat; 
2) melakukan urusan surat-menyurat; 
3) melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi; 
4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; 
5) melakukan urusan barang perlengkapan yang qieliputi perencanaan, peng-
adaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan. dan usul 
penghapusan; 
6) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan , dan keindahan 
kantor; 
7) melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu, dan upacara; 
8) melakukan urusan kerumahtanggaan dan perawatan kantor; 
9) mengatur penggunaan, perawatan. dan perbaikan kendaraan dinl!s; 
1 O) melakukan urusan penyusJ:}nan risalah rapat dinas Ptisat; 
11) melakukan tugas-tugas laihnya sesuai dengan perintah atasan; 
12) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subbagian dan mempersi-
apkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bagian serta 
mempersiapkan bahan penyusunan laporan Ptisat. 
Subbagian Kepegawaian 
Perincian tugas Subbagian Urusan Kepegawaian adalah: 
1) menyusun program kerja tahunan Subbagian; 
2) menyusun formasi pegawai; 
3) mempersiapkan pengusulan mutasi pegawai; 
4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; 
5) mempersiapkan usaha pengembangan pegawai; 
6) mempersiapkan ujian dinas pegawa1 golongan I, II, dan III di lingkungan 
Ptisat; 
7) mempersiapkan usaha peningkatan .disiplin pegawai; 
8) melakukan urusan registrasi kepegawaian; 
9) melakukan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai; 
1 O) mengurus cu ti pegawai; 
11) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan 
kepegawaian; 
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12) melakukan tugas-tugaslamnya sesuai dengan perintah atasan; 
13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subbagian. 
Subbagian Keuangan 
Perincian tugas Subbagian Keuangan adalah: 
1) menyusun program kerja tahunan Subbagian; 
2) menyusun usul rencana anggaran rutin dan pembangunan; 
3) menyusun rencana penggunaan anggaran; 
4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; 
5) mempersiapkan usul permintaan UUDP dan mengurus penyelesaiannya; 
6) melakukan tata usaha pengurusan keuangan; 
7) ·rriempersiapkan pertanggungjawab.an penggunaan keuangan; 
8) melakukan tata lisaha perjalanan dinas; 
9) melakukan pengurusan gaji. uang lembur, dan honorarium pegawai; 
IO) menyimpan dan memelihara dokumen dan stfrat yang berkaitan dengan 
keuangan; 
11) melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan; 
12) menyusun laporan pelaksanaan program k.erja Subbagian. 
Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah 
Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah serta 
pei:lgajaran bahasa. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Bahasa Indo-
nesia dan Daerah mempunyai fungsi: 
a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, penelitian, 
dan pengembangan bahasa; serta 
b. mempersiapkan pembakuan bahasa Indonesia dan daerah. 
Perincian Tugas Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah adalah: 
1) menyusun program kerja tahunan Bidang; 
2) menyusun rencana kegiatan mengenai pembinaan, pengkajian, dan pe-
ngembangan bahasa Indonesia dan daerah; 
3) meneliti berbagai aspek bahasa di Indonesia untuk pembakuan; 
4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; 
5) menyusun bahan pemasyaralcatan bahasa Indonesia baku; 
6) memantapkan sarana pengenibangap bahasa Indonesia: 
7) memantapkan sarana pengembahgan bahasadaerah; 
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8) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia; 
9) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa 
daerah; 
Bidang Sastra Indonesia dan Daerah 
Bidang Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra Indonesia d~ daerah serta 
pengajaran sastra. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Sastra Indo-
nesia dan Daerah mempunyai fungsi: 
a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, wnelitian, 
dan pengembang!lll sastra; serta 
b. melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra. 
Perincian tugas Bidang Sastra Indonesia dan Daerah adalah: 
1) menyusun program kerja tahunan Bidang; 
2) menelaah sastra lama; 
3) menyusun karya t\llis lama; 
4) mengumpulkan dan mengolah data; 
5) menelaah sastra modem; 
6) meµ.yusun karya tulis sastra modem; 
7) menllai karya sastra; 
8) menerjemahkan karya sastra; 
9) menyediakan sarana pembinaan tenaga kesusastraan; 
10) menyed_iakan informasi kesusastraan; 
11) menyediakan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan de-
ngan sastra Indonesia dan daerah; 
12) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan; 
13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang. 
Bi.dang Perkamusan dan Peristilahan 
Bi.dang Perkamusan dan Peristi/ahan mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, penelltian, dan pengembangan kosa,_kata dan 1.slilah untuk ke-
pen tingan penyusunan kamus. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang 
Perkamusan dan Peristilahan mempunyai fungsi: 
a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan tekni( perkamusan dan per-
istilahan; serta 
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b. melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan perkamusan dan 
peristilahan, antara Iain untuk penyusunan kamus dan ensiklopedi. 
Perincian tugas Bidang Perkamusan dan Peristilahan.adalah: 
I) menyusun program kerja tahunan Bidang; 
2) meneliti dan mengkodifikasi khasanah kebahasaan dalam usaha menyu· 
sun kamus ekabaha·sa, baik untuk keperluan kamus umum maupun 
kamus khusus, kamus dwibahasa, ensiklopedi, dan tesaurus; 
3) menyediakan layanan dan infonnasi bagi masyarakat dalam bidang leksi· 
kografi; 
4) mengumpulkan dan mengolah data; 
5) menyediakan sarana pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah; 
6) menyediakan sarana pengembangan peristilahan yan'g mencakup ber-
bagai bidang ilmu; 
7) mengelola dan melaksanakan kerja sama kebahasaan dalam peristilahan 
dalam usaha penyelarasan dan pembakuan; 
8) memantau dan mengevaluasi pengembangan kosakata (termasuk istilah) 
bahasa Indonesia dan bahasa daerah; 
9) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan 
perkamusan dan peristilahan; 
1 O) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan; 
11) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang 
Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Bidang Pengembangrin Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah mempu-
nyai tugas melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, 
dan asing, serta pengadaan perpustakaan sebagai sarana pengembangan keba· 
hasaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Pengembangan Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Dae rah mempunyai fungsi: 
a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis dan bahan infonnasi 
pengembangan bahasa dan sastra; 
b. melakukan pengembangan bahasa dan sastra; 
c. memilih karya sastra untuk diterjemahkan; dan 
d. menerbitkan hasil penelitian. 
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Perincian Tugas Bidang Pengembangan Bahasa d~ Sastra Indonesia dan 
Daerah adalah: 
1) menyusun program kerja Bidang; 
2) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan infonnasi kepada 
masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung; 
3) mengembangkan bahan penyuluhan bahasa dan sastra; 
4) mengumpulkan dan mengolah data; 
5) membina hubungan kerja sama kebahasaan dan tcesusastraan dengan 
instansi lain, organisasi profesi, dan jaringan komunikasi infonnasi ke-
bahasaan dan kesusastraan di dalam dan di luar negeri; 
6} mengurus dan membina perpustakaan sebagai pusat pemberian infor-
masi kebahasaan dan kesusastraan; 
7) mertyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan 
bahasa dan sastra; 
8) melaksanakan tugas-tugas Jainnya sesuai dengan perintah atasan; 
9) menyusun laporan pelaksanaan program kerja bidang. 
2.3 Unit Pe/aksana Teknis 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tiga buah unit 
pelaksana teknis (lWT) di daerah, yaitu 
a. Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, 
b. Balai Penelitian Bahasa di Denpasar, 
c. Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang. 
Balai Penelitian Bahasa itu mempunyai tugas melaksanakan penelitian 
'1>ahasa dan sastra Indonesia dan daerah di daerahnya masing-masing. Untuk 
menyelenggarakan tugas itu, Balai Penelitian Bahasa memponyai fungsi: 
a. melaksanakan penelitian bahasa, terutama bahasa-bahasa daerah di 
daerahnya masing-masing; 
b. melaksanakan penelitian sastra, terutama sastra daerah di daerahnya 
masing-masing; dan 
c. melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tartgga Balai. 
Balai Penelitian Bahasa terdiri dari (1) Kepala Balai, (2) Subbagian Tata 
UsaJ:ia, (3) Tenaga Peneliti, serta ( 4) Perpustakaan dan Dokumentasi. 
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KEBIJAKSANAAN UMUM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN BAHASA 
3.1 Dasar 'K ebijakan 
Dasar yang dipakai sebagai landasan kerja dalam pembinaan dan pengem-
bangan bahasa adalah sebagai berikut. 
a. Pan.casila 
b. UUD 1945 (Bab XV, Pasal 36) 
c. GBHN 1988 
d. Repelita V, dan 
e. Keputusan dan lnstruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ber-
kaitan dengan masalah kebahasaan dan kesastraan. 
3. 2 Organisasi 
Untuk mencapai keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa dan 
sastra, organtsasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Balai 
Penelitian Bahasa perlu dikembangkan dan disempurnakan. Dalam kaitan jtu , 
langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai ber· 
ikut : 
I) meningkatkan peran para pejabat Pusat Bahasa ; 
2) meningkatkan hubungan kerja antar-unit di lingkungan Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa ; dan 
3) menambah jumlah Balai Penelitian Bahasa dari 3 buah menjadi 8 buah. 
3.3 Ketenagaan 
Secara bertahap jumlah dan mutu tenaga Pusat Pembinaan dan Pengem· 
bangan Bahasa telah dapat ditingkatkan. Akan tetapi, cakupan tugas pembina· 
an dan pengembangan bahasa dan sastra semakin bertambah luas karena me-
ningkatnya perhatian masyarakat terhadap masalah kebahasaan dan kesas-
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traan. Oleh karena itu, masalah ketenagaan perlu mendapat perhatian dan 
penanganan yang lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh 
adalah sebagai berikut: 
I) meningkatkan jumlah karyawan, terutama tenaga teknis, Pusat Bahasa 
dan Balai Bahasa secara bertahap dan berencana; 
2) meningkatkan mutu dan kemampuan karyawan Pusat Bahasa melalui 
pendidikan, penataran, semihar, dan ceramah; 
3) melanjutkan usaha peningkatan status kepegawaian tel}aga teknis menjadi 
tenaga' peneliti; dan 
4) meningkatkan disiplin dan prestasi kerja seluruh karyawan. 
3.4 Pembinaan Bahasa dan Sastra 
3.4.1 Pembinaan Bahasa 
Kegiatan pembinaan bahasa seperti (I) penyuluhan langsung kepada 
instansi pemerintah dan swasta dan (b) penyuluhan tak langsung melalui 
surat, telepon, surat kabar/majalah , seri penyuluhan, serta radio dan televisi 
perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan seperti 
berikut: 
I) menyiapkan bahan penyuluhan untuk berbagai kelompok masyarakat 
pemakai bahasa; 
2) memupuk sikap luwes dalam melaksanakan yenyuluhan ; 
3) meningkatkan pengelolaan penyuluhan melalui surat , telepon, dan media 
massa secara efisien dan efektif; 
4) meningkatkan pengelolaan siaran bahasa melalui radio dan televisi secara 
lebih profesional; dan 
5) meningkatkan usaha penerbitan seri penyuluhan dan buku acuan (mono-
grafi, bunga rampai, majalah, lembar komunikasi). 
3.4.2 Pembinaan Sastra 
Pembinaan sastra diarahkan kepada upaya peningkatan mutu danjumlah 
penikmat sastra, sastrawan, dan karya sastra. Untuk itu, kebijak5anaan yang 
perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 
I) meningkatkan pembinaan sikap dan kemampuan penikmat dalam meng-
apresiasi karya sastra; 
2) meningkatkan kemampuan para peneliti dan kritikus sastra; dan 
3) meningkatkan pembinaan daya cipta para sastrawan. 
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3.5 Pengembangan Bahasa dan Sastra 
3.5.1 Pembakuan 
Usaha pembakuan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan baik ~alam hal 
penyempurnaan sistem sandi dan kaidah bahasa maupun dalam hal penyebar-
luasan basil pembakuan bahasa itu. Dalam hubungan dengan pembakuan itu, 
perlu ditetapkan beberapa langkah kebijakan seperti berikut: 
1) melaksanakan penyempumaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata 
Bahasa Baku Bahasa Indonesia; 
2) melaksanakan penulisan tata bahasa; 
3) melaksanakan penyusunan kamus bahasa Indonesia untuk pelajar, kamus 
istilah, kamus Indonesia-daerah, dan kamus sastra; 
4) mengusahakan penulisan/penerjemahan berbagai buku pedoman dan 
pengantar kebahasaan dan kesastraan; dan 
5) meningkatkan usaha penyebarluasan hasil-hasil pembakuan. 
3.5.2 Penelitian 
Penelitian berbagai aspek bahasa dan sastra Indonesia perlu ditingkatkan 
dalam rangka mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia yang memenuhi 
berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia modern dalam berbagai 
aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan kebudayaan. Usaha penelitian bahasa dan sastra daerah perlu pula diting-
katkan karena di satu pihak bahasa dan sastra daerah merupakan kekayaan 
budaya ban~a yang perlu dilestarikan, dan· di pihak lain bahasa dan sastra 
daerah dapat menjadi sumber untuk pengembangan bahasa ,dan sastra Indo-
nesia. 
Dalam hubungan itu, perlu diambil beberapa langkah kebijaksanaan se-
bagai berikut: 
I) meningkatkan · usaha penelitian berbagai aspek bahasa Indonesia untuk 
keperluan pembakuannya ; 
2) meningkatkan usaha penelitian karya-karya sastra Indonesia; 
3) meningkatkan usaha inventarisasi bahasa daerah dengan mengutamakan 
bahasa-bahasa daerah yang terancam punah; 
4) meningkatkan usaha penyusunan tata bahasa dan kamus bahasa daerah. 
3.6 Kerja Sama K8bahasaan 
J{erja sama aptara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan in-
stansi peme{intah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri diperlukan 
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dalun usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. Untuk: itu, langkah-lang-
. kah kebijakan yang perlu diambil adalah sebagat berikut: 
1) meningkatkan kerja sama yang telah a~ dengan . instansi pemerintah 
dan swasta; , 
2) mengusahakan kerja sama dengan instansi pemerintah clllJl swasta yang 
relevan dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. 
3. 7 Prasarana dan Sarana 
Prasarana dan sarana yang secara langsung atau tidak langsung menunjang 
usaha p~mbinaan dan pengembangan bahasa dan sastra perlu ditingkatkan 
pemanfjiatannya. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan sebagai 
berikut: 
1) meningkatkan efisiensi pemamaatan dana; 
2) mengusahakan pengadaan dan perrianfaatan gedung, perlengkapan, dan 
alat mobilitas dengan sebaik-baiknya; clan 





1Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 
Oktober 1984 no. 1.4/U/ 1984, yang menyatakan bahwa KepaJa Rllsat Pembi-
naan dan Pengemt>angan Bahasa dapat mengusulkan,penyertjpurnaan struktur 
organisasi yang lebih memadai, Iangkah awal dalam hubungan itu adalah 
pembentukan sejumlah satuan kerja yang disesuaikan dengan ruang lingkup 
kerja serta tenaga yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Pad a saat ini jumlah satuan kerja yang ada adalah sebagai berikut. 
I . Satuan Kerja Bahasa Indonesia 
2. Satuan Kerja Bahasa Daerah 
3. Satuan Kerja Bina Sastra 
4 . Satuan Kerja Sastra Lama 
5. Satuan Kerja Sastra Modern 
6. Sat~an Kerja Perkamusan 
7. Satuan Kerja Peristilahan 
8. Satuan Kerja Penyuluhan 
9. Satuan Kerja Pembimbingan 
10. Satuan Kerja Perpustakaan dan Dokumentasi 
Setiap satuan kerja itu dipimpin oleh seoran'g ke.pala yang bertanwng 
jawab kepada kepala bidangnya masing-masing. 
Nama.Balai Penelitian Bahasa diusulkan agar diubah menjadi Ba/ai Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa sehingga pembinaan dan pengembangan 
bahasa di daerah berada di bawah koordinasi Balai Bahasa. Mulai tahun 1989/ 
1990: ditetapkan wilayah kerja Balai Bahasa agar seluruh kegiatan penelitian 
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kebahasaan dan kesastraan dapat terkoordinasi dengan ~ baik dan beren-
cana. Wilayah kerja itu adalah sebagai berikut. 
No. Balai Bahasa Wilayah Kerja 
1. Yogyakarta I. DJ. Yogyakarta 
2. Jawa Tengah 
3. Jawa Timur 
2. Denpasar I. Bali 
2. Nusa Tenggara Barat 
3. Ujungpandang I. Sulawesi Selatan 
2. Sulawesi Te'1gah 
3. Sulawesi Utaia 
4. Sulawesi Tenggara 
4. Padang I. D.I. Aceh 
(dalamproses pendirian) 2. Sumatra Utara 
3. Sumatra Selatan 




5. Bandung I. Jawa Barat 
(dalam proses pendirian) 
6. Banjatmasin 1. Kalimantan Selatan 
(dalam proses pendirian) 2. ~antan Tengah 
3. Kalimantan Barat 
4. Kalimantan Timur 
7. Ku pang 1. Nusa Tenggara Timur 
( dalam proses pendirian) 2. Timor Timur 
.8. Irian Jaya 1. Inan Jaya 




Salah satu faktor penunjartg kelancaran dan kebei:hasilail pembinaan dan 
-pe-ngembangan bahasa dan sastra .1 Indonesia dan daerah adalah tersedianya 
tenaga ahli yang profesional.' Da1am kaitan itu, kebijakan yang dilakuklm 
dalam bidang ketertagaan selama ini adalah peningkatan kuantitas dan kuali-
tas tenaga kebahasaan. 
-4.2. 1 Peni"{kfztan Kuantitas 
Dalam up.ya meningkatkan kuarititas tenaga kebahasaan dan kesastraan 
baik di pusat n\aupun di daerah, J>ltsat Pembinaan dan Pengembangan Baha-
sa--melalui pengi'si,an formasi pegawiµ yang tersedia-melaksanakan peningkat-
an dan penempatan pegawai baru yang setiap tahun rata-rata 20 orang. 
Perkem~angan kuantitas tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa dapat dilihat pada tabel berikut. 
~ "' co ,... "' ~ 2 ! N .., .. "' co ,... ! "' N o . ,... ,... ,... ,... ! "' 11 "' ~ ! ~ !!' !!' !!' !!' !!' !!' !!' ! • 
1. Pusat Pembinean dan 62 72 84 104 112 135 146 154 156 159 168 177 192 206 231 
Pengembangan Bahasa 
' 
2 . Balai Penel it ian 12 15 16 16 16 28 32 35 37 37 38 41 42 44 51 
Bohasa Y ogvakarte 
3 Balai Penelitian 10 11 12 12 15 19 20 23 ·24 27 27 29 35 22 31 




Daiam upaya penyediaan tenaga yang profesional, Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa - dengan dukungan dana pembangunan dana 1ILDEP -
telah melaksanakan usaha peningkatan kualltas tenaga kebahasaal'i dart ke-
sastraan melalui penataran, pendidikan, dao partisipasi dalam pert~muan ke· 
bahasaan. · 
Dengan dana pembangunan, sejak tahun 1976 hingga tahun 1985, Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah memberikan beasiswa kepada 
1.473 mahasiswa junisan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dari 31 
universitas 'dan IKIP negeri di seluruh Indonesia. 
4.2.2.1 Penataran 
Penataran kebahasaan dan kesastraan yang telah dilaksanakan oleh PUsat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak tahun .1974 sampai dengan tahun 
1989 adalah sebagai berikut. 
a. Penataran Kebahasaan dan Kesastraan (ILDEP i) 
Tehap I Tahep II T1.,_p Ill T•h•p IV Tahep V 
No. Jentt Penat.ran kP.ter11n91n 
Tahun Pnerta T1hun Peserta T1hun PeHrU Tehun Pesert• T1hun Petertl 
1. Lef(sikografl 1974 ·) o 1975 20 1975 15 1976 15 1977 5 ti or•ng 
2 . Soslolinguistik 1975 30 1978 20 1976 15 1977 15 1978 5 teleh menv~lf'1.llliken 
3 . Ol8iektologi 1976 30 1977 20 1977 15 1978 15 1979 5 progrMn 
4. Penetjemehan 1977 I 30 1978 20 1976 15 1979 15 1980 5 doktor 
5. Sestre 1978 30 1979 20 1979 15 1980 15 1981 5 
'6 . Morfologi.Slntlktls 1979 30 1980 20, 1981 15 1981 15 1982 5 
7 . Llngutstik Historis 1980 
Komperatlf 
30 1981 20 . 1981 15 1982 15 1983 5 
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b. Penataran Kebahasaan . 
Tahap I Tahep II Tlihap Ill 
No. Jenii Penat•en 
Tahun Pesarta Tahun Peserta Tahun Pesarta 
1. Linguisti~ Umum I 1981 30 1982 30 198~ 15 
2. Linguisti~-~mW'!l r1 l~ 30 1983 30 1983 17 
3. Sastra Angkatan I 1983 30 1984 30 1984 17 
4. Linguistik Umum 1984 30 1985 36 1985 30 
Angkatan Ill 
(Leksikografi) 
5. Sastra Angkatan 11 19~ 30 1986 30 .- -
6. Pen.yuntingan : 
Angkatan I dan H 1982 30 1983 40 - -
Angkatan Ill dan IV 1984 40 1985 30 - -
7. Penyuluhan : 




Pendidikan lanjutan yang dilaksanakan melalui program.ILDEP II pada 
tahun 1988-1989 adalah sebagai berikut. 
a. Program S-2 Program S-3 
Pusat Pembinaan dan 5 orang Pusat Pembinaan dan = 5 orang 
Pengembangan Bahasa Pengembangan Bahasa 
Balai Penelitian Bahasa = 5 orang Balai Penelitian Bahasa = 2 orang 
Perguruan Tinggi = 3 orang Perguruan Tinggi = 15 orang 
4.2.2.3 Partisipasi da/am Pertemuan Kebahasaan 
Di samping pendidikan dan pelatihan, Pusat Pembinaan dan Pengembang-
an Bahasa juga memberlkan kesempatari kepada karyawannya turut serta 
dalam berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan baik yang bersifat nasi· 
onal maupun intemasional. Melalui kegiatan ini diharapkan para karyawan 
dapat memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang 
bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan keahliannya dalam rangka 
peningkatan kualitas tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
pada umumnya. 
4.3 hmbinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak berdirlnya hingga se-
karang telah melaksanakan berbagai kegiatan - sesuai dengan tugas pokok· 
nya-, ; yaitu. membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia 
dan daerah. Berbagai kegiatan itu dilaksanakan melalui usaha-usaha sebagai 
berikut: 
a. penelitian bahasa dalam berbagai a·peknya; 
b. penelitian sastra Indonesia lama dan modern; 
c. penelitian.sastra daerah lama dan modern; 
d. evaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah; 
e. kodifikasi khazanah kebahasaan dalam usaha penyusunan kamus eka-
bahasa, baik yang umum maupun yang khusus, kamus dwibahasa, en-
siklopedi, dan tesaurus; 
f. penyusunan bahan pemasyarakatan bahasa baku; 
g. penyusunan karya tulis sastra lama, sastra modem, dan penerjemahan 
karya- sast1a; 
h. pemantapan urana pengembangan bahasa Indonesia dan daerah; 
i. penyeCliaan sarana pengembangan kosakata ( termasuk istilah) bahasa 
Indonesia dan daerah; 
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j. pelayanan kepada masyarakat dalain usaha meningkatkan kemampuan 
dan pengelahuan masyarakat dalam Ieksi.kografi; 
k. penyuluhan dan pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan; 
l. pengembangan bahan penyuluhan bahasa dan sastra serta bahan pustaka 
informasi kebahasaan dan kesastraan; 
m. penilaian karya sastra; dan 
n. kerja sama kebahasaan dan kesastraan; 
Upaya merealisasikan berbagai kegiatan di atas dilakulq(n melalui penyuluhan, 
penelitian, pertemuan, kerja sama, dan penerbitan. 
4.3.1 Penyuluhan 
4.3.1.1 Penyuluhan melalui TVRI dan RR! 
Kegiatan penyuluhan melalui televisi d~ radio merupakan upaya pe-
masyarakatan bahasa Indonesia yapg bailc (;fan b~nar yang berdampak luas, 
yaitu mencakup seluruh lapisan masyarakaf di1sefuruh Indonesia. Pemasyara-
katan bahasa Indonesia yang baik dan bel)ar itu disiarkan setiap seminggu 
sekali melalui TVRI dan RRI Sta$UQ1Bu~t$akarta. 
Siaran pembinaan bahasa Indonctsia ·~elalu~ TVRI diUl RRI ini diasuh 
o_ieh suatu tim yang beranggotakan para: V.UCarbahasa dim, SjiStra dari Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan 1,d,8,ri berba~ai ~erguruan tinggi. 
Penanggung ja:wab tim dan materi siaran itu ada'Iah ,Kepaia Pll&at Pembin;Jn 
dan Pengembangan Bahasa. 
Melalui acara pembinaan bahasa Indonesia di TVRi 'dan,RRI, Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa memberi kesempatan ~ep~<la masyarapt 
luas untuk memberikan tanggapan, saran, atau mengajukan pertanyaan Yill18' 
bertalian dengan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. 
4, 3.1. 2 Penyuluhan me/alui Surat dan Telepon 
Kegiatan penyuluhan bahasa "Indonesia. yang baik dart beriar, di sarnpitig 
diselenggarakan melalui TVRI dan RRI, diselenggarak~ juga melalui surat 
dan telepon. Setiap tahun diterima rataorata 627 surat 'masuk mengenai 
masalah kebahasaan dan_kesastraan di IndoneSia._ 
Sejak tahun 1987, Pusat Pembina;m dan Pen~rnbanaan Bahasa men-
cantumkan nomor teleponnya pada halaman nomor teleppn penting buku 
Pett:mjuk Telepon .yang diterbitkan o1eh Perum-Telekomu~i. Sehubungan 
dengan itu, .masyarakat yang mengalami kesulitan dalam · hill kebahasaan 
dan kesastraan dapat menghubungi Pusat Pembinaan dah , Pengembangan 
Bahasa melalui telepon. 
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4.3.1.3. Penyuluhan Bersemuka 
Di samping melaksanakan penyuluhan ' melalui 1VRI dan RRI serta 
melalui surat dan telepon, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
menyelenggarakan penyuluhan kepada tamu atau pengunjung, baik per-
seorangan maupun rombongan, dan memberikan penyuluhan di lembaga/ 
instansi pemerintah dan swasta Pada tahun 1983/1,984 pernah dilakukan 
penyuluhan dengan mengunjungi tempat-tempat umUµt seperti pusat per-
belanjaan yang ada-di Jakarta ' 
4.3.2 Penyusunan 
Hasil penyusunan -Puku pedoman, pengantar, dan kaJ_nus setiap tahun 
rata-rata ± 15 naskah. Sejak tahun 197-5 hingga tahun i98~ tercatat sebanyak 
± 200 buku yang telah diterbitkan dan disebarluaskan kepada Jtuisy'arakat. 
Hasi:tpenyusunan naskah yang sangat penting yang telah dit~itkan' pada 
tahun 1988 adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Btihasa Baku Ba-
hasa Indonesia. 
4.3.3 Penelitian 
Penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan berbagai aspek-
nya yang setiap tahun rata-rata ± 30 judu.J menjadi bahan rujukan dan bahan 
masukan dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan 
bahasa di masa mendatang. 
Sejak tahun 1975 hingga tahun 1989 -tercatat sebanyak 1.106 naskah 
laporan basil penelitian. Secara kuantitatif rincfan hasil penelitian itu dapat . 
dilihat pada Lampir~n 3. 
4.3.4 Pertemuan Kebahasaan 
Dalam rangka memberikan kesempatan kepada para pakar bahasa dan 
sastra serta para pakar bidang 1a1n, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa menyelenggarakan pertemuan kebahasaan, baik bersifat nasional maupun 
internasional. Pertemuan kebahasaan itu dilaksanakan, antara lain, dalam 
rangka kongres, bulan bahasa, dan seminar. 
4.3.4.1 Kongres Bahasa 
Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra, tenitama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, telah 
dilaksanakan serangkaian kongres yang membahas berbagai masalah kebahasa-
an Clan kesastraan. Kongres bahasa . Indonesia yang pernah dilaksanakan di 
. Indonesia selarna ini adalah sebagai berikut. 
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a. Kongres Bahasa Indonesia I 
Pada tanggal 4-5--28 Juni 1938, di Solo , telah diselenggarakan Kongres 
Bahasa Indonesia I, yang bertujuan mencari suatu pedoman bagi para pemakai 
bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia dapat 
tersebar lebih luas karena pada waktu itu diperoleh gambaran umum bahwa 
bahasa Indonesia dianggap belum terarur. 
Pencetus atau gagasan diadakan Kongres Bahasa Indonesia I itu bukan 
dari pihak pemerintah, melainkan dari seorang wartawan harian Soeara 
Oemoem, Surabaya, yaitu Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo. 
Para pembicara dan topik yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia 
l adalah sebagai berikut. 
(I) Sanusi Pane (Sejarah Bahasa Indonesia) 
(2) Ki Hadjardewantara (Bahasa Indonesia dalam Pergoeroean) 
(3) .H.B. Perd,i (Bahasa Indonesia di dalam Persoeratkabaran) 
(4) Mr. Amir Sjarifuddin (Menjesoeaikan Kata dan Faham Asing kepada 
Bahasa Indonesia) 
(5) Mr. Muh. Yamin (Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatoean dan Bahasa 
Keboedajaan Indonesia) 
(6) Soekardjo Wirjopranoto (Bahasa Indonesia dalam Badan Perwakilan) 
(7) St. Tlikqir Alisjahbana (Pembaharoean Bahasa dan Oesaha Mengatoernja) 
(8) K. St. Pamoentjak (Ten tang Edjaan Bahasa Indonesia) 
(9) Sanoesi Pane (tentang lnstituut Bahasa Indonesia) 
(10) M. Tabrani (Mentjepatkan Penjebaran Bahasa Indonesia) 
Peserta kongres tercatat sebanyak ± 500 orang: Poetoesan Kongres Ba-
hasa Indonesia I dapat dilihat pada Lampiran 5. 
b. Kongres Bahasa Indonesia JI 
Sebagai tindak lanjut hasil yang diputuskan dalam Kongres Bahasa Indo-
nesia I, maka pada tanggal 28 Oktober-2 November 1954, di Medan diseleng-
garakan Kongres Bahasa Indonesia II. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indo-
nesia II ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan pemra-
karsa serta penyelenggaranya adalah pemerintah, yaitu Jawatan Kebudayaan, 
Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan. 
Kongres Bahasa Indonesia II diresmik;_an pembukaannya oleh Presiden 
Soekamo, di Gedung Kesenian, Medan, pukul 08.00 pagi. Peserta kongres ter-
clitat sebanyak 302 orang yang datang dari berbagai daerah Indonesia, juga 
dad tanili Semenanjung, dari Negeri Belanda, dari Prancis, dan dari India. 
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Kongres dibagi atas beberapa .seksi se bagai berikut. 
Seksi A : (1) Tata Bahasa Indonesia (Prof. Dr. Prijana) 
(2) Dasar-dasar Ejaan Bahasa (Prof. Dr. Prijana) 
Indonesia dengan huruf 
Latµt 
Seksi B: (1) Bahasa Indonesia dalam (Mr. A.G . Pringgodigdo) 
perundang-undangan dan 
administrasi. 
(2) Bahasa Indonesia dalam (Mr . Koentjoro Poerbopranoto) 
perundang-undangan dan 
administrasi. 
Seksi C . (I) Bahasa Indonesia dalam (Prof. Dr. Prijohutomo) 
kuliah dan pengetahuan 
(2) Kamus Etimologis (Prof. Dr. Prijohutomo) 
Indonesia. 
Seksi D : (I) Bahasa Indonesia di dalam (Inu Perbantarasi (alm.) 
Film diwakili H.B. Angin) 
(2) Bahasa Indonesia dalam (Madong Lubis) 
pergaulan sehari-hari 
(3) Bahasa Indonesia dalam (Bahrum Rangkuti) 
prosa dan puisi 
Seksi E: (I) Fungsi Bahasa Indonesia (T. Sjahril) 
dalam pers 
(2) Bahasa Indonesia dalam (Adinegoro) 
pers. 
(3) Bahasa Indonesia d$m (Kamarsjah) 
penyiaran radio. 
Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan itu dapat 
dilihat pada Lampiran 5. 
c. Kongres Bahasa Indonesia Ill 
, Dalam rangka memperingati 50 tahun Hari Sumpah Pemuda, pada tang-
gal 28 Oktober--3 November 1978, di Jakarta, diselenggarakan Kongres Baha-
sa Indonesia III. Tujuan kongres-ittt adalah memantapkan kedudukan dan 
fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai · bahasa nasional, sesuai dengan isi dan 
· semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, maupun sebagai bahasa negara, se-
suai dengan Bab V, Pasal 36, UUD 1945. 
30 
Kongres membahas masalah kebahasaan yang.meliputi (1) fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sebagai sarima 
perhubungan ant'ardaerah dan antarbudaya di Indonesia; (2) fungsi b~asa 
Indonesia sebagai sarana pemerintahan dan)~etahanan nasional, sebagai unsur 
dan satana pendukung pengembangan kebudayaan nasional, sebagai sarana 
pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana .pendukung pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta sebagai sarana komunikasi; dan (3) pem-
binaan dan pengembangan bahasa dae~h, yang terangkum dalam 49 ma-
kalah. 
Kongres Bahasa Indonesia III d.iikuti pleh 419 orang peserta, termasuk 
beberapa orang peserta dari luar negeri. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 
Iff dapat dilihat pada Lampiran S. 
d. Kongres Bahasa Indonesia IV 
Lima tahun setelah Kongres Bahasa Indonesia III, pada tanggal 21-26 
November 1983, di Jak~rta, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV. 
Kongres bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia 
sebagai sarana komail.ikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, 
sarana pendidiUJl; .dan pengajaran, termasuk pelaksanaan wajib belajar, serta 
sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 
Kongres · qiembahas masalah bahasa dan sastra dalam hubungannya de: 
ngan pelaksan:aan pembangunan nasional serta kaitannya dengan komuni-
kasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 
Makalah yang disajikan sebanyak 52 buah oleh para pemakalah yang ter-
diri atas 6 orang menteri dalam Kabinet Pembangunan III dan para tokoh 
cendekiawan serta pakar bidang bahasa dan sastra. 
Kongres dihadiri oieh 485 orang peserta yang berasal dari berbagai pergu-
ruan tinggi di Indonesia dan peserta luar negeri. Keputusan kongres Bahasa 
Indonesia IV dapat dilihat pada Lampiran 5. 
e. Kongres Bahasa Indonesia V 
Kongres Bahasa Indonesia V diselenggarakan di Jakarta dalam rangka 
memperingati 60 tahun Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober-3 No-
vember 1988. Kongres Bahasa Indonesia V bertema "Menjunjung Bahasa 
Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan Nasional", 
dengan subtema (a) Peningkatan Mutu dan Peran Bahasa Indonesia Memper-
lanar Hsaha Pencerdasan Bangsa; (b) Bahasa Indonesia Merupakan Sarana 
Pemantapan Pembangunan Ketahanan Nasional; (c) .Kemampuan Berbahasa 
lndonesi~ Merupakan Jembatan Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata. 
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Kongres itu bertujuan memantapkan bahasa Indonesia sehubungan de-
ngan perannya untuk memperlancar usaha pencer_qasan pangsa, sebagai jem-
batan tercapainya kesejahteraan sosial yang' adil danmerata. 
Kongres diikuti oleh 819 orang peserta yang terdiri atas palµr bahasa clan 
peminat dari berbagai departemen; · lembaga, instansi, perguruan tinggi, 
organisasi 'profesi, dan perseorangan dari dalam dan luar negeri. Kongres itu 
membahas 73 buah makalah dan 7 makalah di antaranya disajikan oleh Men-
teri Kabinet Pembangunan IV. 
Upacara pembukaan Kongres Bahasa Indonesia V diresmikan oleh Pre-
siden Soeharto , pada tanggal 25 Oktober 1988, pukul 16.30 di Istana Negara, 
Jakarta. 
Selama kongres berlangsung diselenggarak~n Pameran Buku atas kerja 
sama dengan berbagai penerbit dan perseorangan, <;Ii Perpustakaan Nasional, 
Jalan Salemba 28A, Jakarta. 
Keputusan Kongres Bah1isa Indonesia V dapat dilihat pada Lampiran 5. 
4.3.4.2 Bulan Bahasa dan Sastra 
Sejak tahun 1980; setiap bulan Oktober diselenggarakan Bulan Bahasa 
dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Bulan Ba-
hasa diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan 
untuk lebih meningkatkan pemasyarakatan bahasa dan sastra di Indonesia. 
Sasaran kegiatannya ditujukan kepada para peminat bahasa dan sastra, maha-
siswa. ,pelajar, dan masyarakat umum. 
Pada tahun 1989, Bulan Bahasa diubah menjadi Bulan Bahasa dan, Sastra 
dan diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan sebagat berikut. 
a. Kegiatan Kebahasaan 
(1) Pertemuan Kebahasaan 
(2) Lomba Kebahasaan 
(3) Penyuluhan 
(4) Penerbitan 
(5) Pintu Terbuka Pusat Bahasa 
(6) Cerdas Cennat 
b. Kegiatan Kesastraan 
(1) Diskusi Sastra di Kalangan Siswa SMA 
. (2) Cepat Tepat Sastra Tingkat SMA 
(3) Pertemuan Sastrawan dengan Siswa SMA 
32 
( 4) Festival Pementasan Sastra 
( 5) Pameran Sastra 
(6) Apresiasi Sastra Melalui Radio dan Televisi 
Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra pada waktu yang akan datang diren-
canakan akan dilaksanakan di seluruh propinsi di Indonesia . . 
4.3.4.3 Pertemuan Lain 
Dalam rangka menjaring informasi dari para pakar bahasa dan sastra 
dalam kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sas-
tra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga menyelenggarakan 
berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan baik yang bertaraf nasional 
maupun internasional. 
Pertemuan kebahasaan dan kesastraan itu adalah sebagai berikut. 
a. Bertaraf Nasional 
l) Praseminar Politik Bahasa Nasional pada tanggal 29-31 Oktober 
1974 di Jakarta; 
2) Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975 di Jakarta; 
3) Seminar Bahasa Daerah pada tahun 1975 di Jakarta; 
4) Seminar Pengembangan Sastra Indonesia pada tahun 1975 di Jakar-
ta; 
5) Seminar Pengem bangan 'Sastra Daerah pada tahun 197 5 di Jakarta; 
6) Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah pada tahun 1977 di Jakarta; 
7) Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia pada tanggal 12-18 Febru-
ari 1978 di Jakarta; 
8) Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra pada tanggal 12-17 April 
1982 di Jakarta; 
9) Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa pada tanggal 30 Mei--4 
Juni 1983 di Yogyakarta; 
10) Simposium Penerjemahan pada tanggal 9-10 Desember 1985 di 
Jakarta ; 
11) Seminar Tata Bahasa Baku pada ta:nggal 11-16 Agustus 1986 di Ja-
karta; 
12) Simposium Bahasa Keilmuan pada tanggal 15-16 September 1986 di 
Jakarta: 
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b. Bertaraf Internasional 
1) Konferensi Asian Association on Nafional Languages (ASANAL) III 
pada tanggal 1-6 Desember 1975 di Jakarta; 
2) Konferensi Internasional Bahasa-bahasa Austronesia III pada tanggal 
19--24 Januari 1981 di Denpasar; 
3) Konferensi Asian Association on National Languages (ASANAL) VI 
pada tanggal 7-12 September 1981 di Denpasar. 
4.3.5 Kerja Sama Kebahasaan 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menjalin kerja sama 
kebahasaan dengan pemerintah Negeri Belanda yang tertuang dalam bentuk 
Indonesian Linguistics Development Project (ILDEP), Malaysia, Brunei Da-
russalam, Pemerintah DKI Jakarta, dan Dewan Pertahanan Keamanan Na-
sional. 
4.3.5.1 Kerja Sama dengan Negeri Belanda 
Sebagai lanjutan dari ILDEP I (I 977--1985), pada tanggal 28 Januari 
1988, di Jakarta, ditandatangani piagam kerja sama untuk tahap ILDEP II 
(1988-1994). Program yang telah dan sedang dikembangkan ialah: 
(1) pendidikan pascasarjana; 
(2) automasi bank data perpustakaan dan perkamusan; 
(3) penataran tenaga profesional dalam rangka pendirian Balai Bahasa; 
(4) pengembangan kepustakaan lewat penerjemahan dan penerbitan. 
3.4.5.2 Kerja Sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam 
Panitia kerja sama kebahasaan Indonesia-Malaysia, sejak tahun 1972 
membentuk Majelis Bahasa yang bernama Majelis Bahasa Indonesia-Malay-
sia. (MBIM). Majelis itu semakin semarak setelah keikutsertaan Brunei Darus-
salam sehingga mengubah namanya menjadi Majelis Brunei Darussalam-
Indonesia-Malaysia (MABBIM). Majelis itu hingga saat ini telah melaksana~ 
kan persidangan sebanyak 28 kali. Jumlah istilah yang telah diolah kira-kira 
100.000 dalam 50 cabang ilmu. Empat seri kamus ilmu dasar: matematika, 
fisika, kimia, dan biologi yang akan terdiri atas 43 julid sedang diterbitkan. 
Keseluruhan hasil sidang majelis bahasa ini dapat dilihat pada Lampir-
an 6. 
4.3.5.3 Kerja Sama dengan Pemerintah DKJ Jakarta 
Dalam upaya meningkatkan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar di lingkungan wilayah DKI Jakarta, pada tanggal· 18 Februari 1989, 
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ditandatangani piagam kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Kepala 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Kerja sama itu bertujuan meningkatkan citra dan wajah keindonesiaan 
di ibukota Jakarta, terutama dalam pemakaian bahasa pada papan nama, 
papan reklame, badan usaha, dan rambu lalu lintas. 
4.3.5.4 Kerja Sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan ~asional 
Penandatanganan piagam kerja sama dengan Dewan Pertahanan dan 
Keamanan Nasional (Wanhankamnas) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 
7 November 1989. 
Kerja sama itu bertujuan meningkatkan pemasyarakatan pemakaian 
bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintahart secara 
um um. 
4.3.6 Penerbitan 
Pusat P~rnbinaan datr 'Pengembangan Bahasa, di samping menerbitkan 
hasil penelitian, penyusunan, dan penulisan buku-buku acuan, sejak tahun 
1975 telah menerbitkan secara· berkala (I) Majalah Bahasa dan Sastra dan 
Pengajaran Bahasa dan Sastra, yang· terbit sebanyak 12 nomor dalaip satu 
tahun; (2) Lembar Komunikasi, yaitu lembar lipatan yang memuat informasi 
kebahasaan dan kesastraan, dan (3) Informasi Pustaka Kebahasaan, yang 
berisikan informasi pustaka bahasa dan sastra mutakhir y~ng tersedia pada 
Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia V, pada bulan Oktober 1988 
telah disebarluaskan terbitan Herdana Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 
buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia serta seperangkat kamus istilah 
ilmu dasar. 
4.4 Prasarana dan Sarona 
4.4.1 Gedungdan Perlengkapan Kantor 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak bulan April 1988 
menerima gedung seluas 4.400 meter persegi dari pimpinan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. Gedung itu berada daJam satu lokasi dengan 
Gcdung Pusat Bahasa sehingga secara keseluruhan Pusat Bahasa menempati 
lokasi scluas 10.265 m2 yang terletak di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawa-
mangµn, Jakarta Timur. Luas gedung seluruhnya 7 .447 m2 yang terdiri atas 
empat · huah gedung utama', yaitu (I) Gedung Iswara, (2) Gedung Darma, (3) 
Gedung Samudera, dan (4) Gedung Cakrawala. Gedung Cakrawala merupakan 
wisma yang dapat menampung 75 orang. 
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Dalarn rangka pemeliharaan kebersihan, ketenteraman, dan kenyamanan 
tempat kerja, sejak tahun 1985 seca.ra bertahap dilaksanakan penataan kem-
bali ruang kerja karyawan, ruang sidang/seminar, kafetaria, serta taman dan 
tempat parkir. 
4.4.2 Perpustakaan 
Perptistakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang menem-
pati ruangan lantai tiga Gedung lswara dan Gedung Darma memiliki koleksi 
buku-buku kebahasaan dan kesastraan yang cukup lengkap. Secara keseluruh-
an klasifikasi koleksi perpustakaan itu sebagai berikut. 








PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Sempei dengmn Delember 1989 
llmu llmu llmu Filslf1t Ageme Pengot. S.h- Murni Termpan KHenilln 
So1i1I 
648 596 3.004 10.289 668 748 811 
9 17 45 626 27 19 8 
701 633 5.542 13.222 812 885 1.003 
9 17 45 697 27 19 8 
S.tro Sojoroh Jumloh 
9.833 1.522 30.223 
347 74 1.234 
15.362 2.286 44.084 
388 74 1.324 
Para pengunjung perpustakaan Pusat Bahasa pada umu~ya mahasiswa 
S-1, S-2, dan S-3, serta para siswa SMTA yang memerlukan sumtier acuan 
kebahasaan dan kesastraan. 
4.4.3 Pera/atan Teknis 
Sejak tahun 1986-secara bertahap, Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa telah melengkapi peralatan teknis berupa komputer pengolah teks 
bahasa dan sastra serta perlengkapan berupa peralatan elektronik l!Jin. 
BAB V 
RENCANA DAN PROGRAM KERJ~ . 
Di samping rencana dan program · kerja tahunan, "1sat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa juga memiliki program kerja limi tahunan. Rencana 
dan program kerja lima tahun (I 989-1993), sesuai dengan kebijaksanaan 
yang digariskan dalam Repelita V, dititikberatkan pada usaha-usaha pe-
masyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui berbagai ke-
giatan yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut. 
1) Pembakuan kebahasaan (penyusunan Tata Bahasa Baku Bahasa Indo-
nesia, Tata Bahasa Sekolah, Tata Bahasa Daerah, Karilus Besar Bahasa 
Indonesia, kamus dwibahasa, kamus istilah ilmu dasar, dan penulisan 
buku pedoman/pengantar). 
2) Penyuluhan (penyuluhan bersemuka, melalui media massa, melalui media 
elektronik, melalui surat, dan melalui telepon). 
3) Pertemuan kebahasaan dan kesastraan (seminar, diskusi, , loka karya, 
kongres). 
4) Pemberian penghargaan terhadap karya ilmiah bidang bahasa dan sastra. 
S) Penyelenggaraan kegiatan apresiasi sastra. 
6) Penyelenggaraan penataran kebahasaan dan kesastraan. 
7) Penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
8) Penyusunan Seri Penyuluhan 
9) Penerbitan dan penyeb,arluasan hasil penelitian dan penulisan buku-buku 
bahasa dan sastra 
10) Pengadaan Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di delapan dae-
rah propinsi (DJ. Yogyakarta,. Bali, Sulawesi Sela tan, Kalimantan Sela t-
an, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Riau, dan lriap Jaya) 
11) Pemasyarakatan bahasa dan sastra 





PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
==-==~-====--============= 
No. Nama Jabatan 
1. Ors. Lukman Ali Kepala Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa 
2. Ors. Hasjmi Dini Kepala Bagian Tata Usaha 
3. Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil. Kepala Bidang Bahasa Indonesia 
dan Daerah 
4. Dr. Ed war Djamaris Kepala Bidang Sastra Indonesia dan 
Dae rah 
5. Dr. Hasan Alwi Kepala Bidang Pe~san dan 
Peristilahan 
6. Dr. Nafron Hasjim ~ala-Bida~ Pengembangan Bahasa 
, , 
~ Sastr~ Indonesia dan Daerah 
7. Ors. Sutaryo Kepala Stibbagian Kepegawaian 
8. Ors. E. Asmad Kepala Subbagian Urusan Dalam 
9. Yusnan Yunus Kepala Subbagian Keuangan 
'1-0. 1 Prof. Dr. I Gusti Kepala Bala~ PenelitiaD' Bahasa 
'Ngurah Bagus Denpasar 
11. Dr. Sudaryanto Kepala Balai Penetitian Bahasa 
Yogyakarta 




Lampiran 2 : 
KEADAAN PEGAWAI 
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(I) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
(11) Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta 
(Ill) Balai Penelitian Bahasa Denpasar 
(IV) Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang 
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Lampirao 3 : 
HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 
KETERANGAN 
UID a Bahasa 



















PELITA 111 PELITA IV 
40 
Lampiran 4: 
BAHASA DAERAH DI INDONESIA 
Jawa, Bali, dan Madura 
Bahasa Jawa*, Sµnda*, Madura*, Melayu Betawi*, dan Bali*. 
Sumatra 
Bahasa Minangkabau*, Batak Karo* , Batak Mandailing*, Batak Toba*, 
Batak Simelungun*, Aceh*, Lampung*, Rejang*, Komering*, Basemah*, 
Kerinci*, Gayo*, Muri* , Rawas*, Alas*, Talana, Lematang, Ogan*, Ranau, 
Daya. Sumendo, Kayu Agung*, Mentawai*, Aji*, Lengkayang*, Lubu, 
Apuduat, Betide, Kluet*, Enggano*, Nias*, Abung*, Akik*, Belitung*, 
Bonai* , Enim*, Jamee* , Kubu*, Lembak*, Lintang*, Medan*, Melayu 
Bangka* , Melayu Belitung*, Melayu Bengku_lu*, Melayu Deli*, Melayu 
Dialek Kuan tan, Melayu Jam bi*, Melayu Langkat*, Melayu Palembang*, 
Melayu Panai*, Melayu Riau* , ¥elayu Serdang*, M uko-muko*, Orang 
Laut*, Orang Ulu*, Pakpak/Dairi*, Palembang*, Panesak*, Pekal*, Pesisir 
Sibolga* , Sakai*, Sekak*, Semende*, Serawai*, Siladang*, Simelae*, Sing-
kel*, Sokop*, Talang Mamak*, Tamiang*, dan Ulu*. 
Sulawesi 
Bahasa Bugis*, Makassar*, Sa'dan, Minahasa*, Gorontalo*, Bajo; Sama, 
Kaili*, Mandar*, Sangir, Massenrempulu*, Muna(Wuna)*, Pamona*, Bolaang 
Mongondow*, Buton, Dohoi, Tonsea*, Mamuju, Saluan*, Bungku*, Tomini*, 
Buol*, Tombulu*, Tolaki*, Talaud*, Pitu Uluna Salo, Wolio, Balantak, 
Kaidipang, Mori*, ronsawang*, Toli-toli*, Atingola, Pipikaro, Tukang Besi, 
Bada Besoa*, Balaesang*, Bantik*, Binongko*, Bone*, Diu*, Dumei Bonda*, 
Kalisusu*, Manusa/Miangas*, Mawasangka*, Melayu Manado*, Maori*, 
Moronene•, Pnodar!lfl*·, Sangihe*, Suwawa•, Nepu*, Wawonii*, Wotu*, 
Tontambu1µ1•, Toraja*, Uki*, Darnpelas•, Dondo*, ·Kasimbar, Bintauna, 
Seko, Botango, Rampi, Balaesan, Kalaotoa, Layolo, Ponosakan*, Mdau, 
Lindu, Andio .. , Solano*, Lobu, Petapa, dan Sedoa. 
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Kalimantan 
Bahasa Arut•, Bajau* , Banjar Bukit•, Banjar Hutu•, Banjar Kuala•, 
Barito Selatan*, Baru*, Bawo*, Sayan*, .Bedayah*, Bekati.k•, Benoa•, 
Bosap*, Bulungan*, lban*, Kahayan*, Kantuk*, Katingan*, Kendayan*, 
Kenyah* , Kutai*, Dayak Bakumpai*, Dayak Kerio*, Dayak Ngaju*, Dayak 
Sangen*, Dusun*, Duson Deyah*, Lomansu*, Maanyan*, Melayu Pontianak*, 
Melayu Sambas*, Melayu Sanggau*, Ot Danum*, Paku*, Pasir*, Pesisir Timur 
Kalimantan*, Punan*, Sampit*, Sangen*, Siang*, Tamuan*, Tidung*, 
Barangas*, Lawangan*, Kapuas, Meratua, Geser Goram, Tunjung, Bakumpai, 
Kayan, Bukar Sadong, Bisaya, Ampanang, Melanau, Tidong, Beatah, Jagoi, 
Sumambu, Lun Daye, Modang, Rungus, Suluh, Tambanua, Mbaloh, Baram 
Tinjar, Timuyon, Paluan, Illanum, Kuijau, Putoh, Bangai, Garo, Kimaragang, 
Klias, Latud, Tebilung, Tutong, Singie, Punan, Bintulu, Kinabatangan, Silakau, 
Bahau, Panihing, Lingkabau, Baukan, Kalebet, Kajaman, Gana, Kolod, 
Berawan, Papar, Kalabakan, Bukitam, Abai Sungai, Dumpas, Serundung, 
Bukat, Lakailan, Lara, Kanowit , dan Tanjong. 
Nusa Tenggara 
Bahasa Al or*, Birna *, .Belagar*, Daw an*, Kambera •, Ke dang*, Komodo*, 
Lio*, Manggarai*, Melayu Larantuka*, Melayu Lombok*, Monyekh*, Ngada*, 
Bakang Raras*, Roti*, Sabu*, Sasak*, Sikka*, Sumbawa*, Tetum*, Ende 
Lio, Riung, Atoni, Lamaholot, Aru, Kei, Palu'e, Tanirnbar, Banggai, Sawu, 
Weyewa, Galoli, Kell}_ak, Pantar, Kodi, Letri Lgoni, Abui, Lamboya, Anaka-
langu, Tanglapui, Waisika, Kabola, Kelon, Selaru, Lamma, W'aima'a, Kui, 
Kakalie, Tewa, Damar, Ndao, Nita Serua, Wetar, Roma, Sewasa, Kairui-
Midiki, Dawera, Habu, Kafoa, Nauet, Nemebang, dan Teun. 
Timar Timur 
Bahasa Tetum, Mambai, Makasai, Bunah, Adabe, Tataluku, dan bahasa 
Idate. 
Irian Jaya 
Bahasa Bahaam*, Gresi*, Iha*, Kalabra*, Meyakh*, Moi*, Nafri*, 
Seget*, Skoi Tehit*, Tobati*, Ormu*, dan Waropen*. 
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Maluku 
Bahasa Alune*, Aru*, Galela*, Gorrom*, Halmahera*, lbu*, Kei*, 
Melayu Ambon*, Sanana*, Tanimbar*, Ternate*, Tidore*, Tobelo* •. 
Waisima*, Weda*, Yarndena*, Serarn, Nunusaku, Burn, Sula, Riru , Banda, 
Sula, Buru, Hitu, Sepa Teluti, Makian, Taliabo, Laloda, Tabaru, Haruku, 
Saku. Maka 'Ela, Sagai, Saparua, Luhu, Asilulu, Buli, Kesar, Maha, Nasiwang, 
Teor-Kun. Ambelau, Batumerah, Giman, Sawai, Manuasela, Babot, Bomberai, 
Pagu, Patani, Saleman, Boano, Kalabra, Madole, Atamanu, Manipa, Nuaulu, 
Kayeli , Matbat , Maya, Lisabata, Onin, Amahai, Kaibobo, Kawe, Maden, 
Lagayan. Gebe, dan Palamul. 
• Sudah diteliti . 
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Lampiran s: 
POETOESAN KONGGERES BAHASA INDONESIA 
I. Sesoedah mendengarkan dan memperkatakan prae-advies toean Mr. Amir 
Sjarifoedin tentang "Menyesoeaikan kata dan faham asing kedalam 
bahasa Indonesia", maka Konggeres ternjata pada oemoemnja setoejoe 
mengambll kata-kata asing oentoek ilmoe pengetahoean. Oentoek ilmoe 
pengetahoean jang sekarang, Konggeres setoedjoe kalau kata-kata itoe 
diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah di-
djalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan 
kep~da satoe badan. 
II. Ses9edah mendengarkan dan bertoekar pikiran tentang prae-advies 
toean St. Takdir Alisjahbana hal "Pembaharoean bahasa dan oesaha 
mengatoetnja", maka sepandjang pendapatan Konggeres, soedah ada 
pembaharoean bahasa jang timboel karena ada tjara berpikir jang baroe, 
sebab itoe merasa perloe mengatoer pembaharoean itoe. 
III . Sesoedah mendengarkan praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana 
dalil ke-IV dan Mr. Muh. Yamin, maka Konggeres berpendapatan bahwa 
gramatika jang sekarang tidak memoeaskan lagi dan tidak menoeroet 
woedjoed bahasa Indonesia, karena itoe perloe menjoesoen gramatika 
baroe, jang menoeroet woedjoed bahasa Indonesia. 
IV. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, ber-
konggeres di Solo pada tanggal 25-27 Juni 1938, setelah mendengarkan 
. praeadvies toean K. St. Pamoentjak tentang "Hal edjaan bahasa Indo-
nesia", dan setelah bertoekar pikiran tentang hal itoe, maka jang hadir 
berpendapat: 
bahwa edjaan baroe tidak perloe diadakan, sampai Konggeres me~gada­
kan edjaan sendiri,.. 
bahwa edjaan jang soedah berlakoe, jaitoe edjaan van Ophuysen oentoek 
sementara boleh diterima, tetapi karena mengingat kehematan dan ke-
sederhanaan, perloe dipikirkan perobahan seperti jang diseboetkan oleh 
praeadviseur, 
karena itoe berpengharapan: 
1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjaan jang terseboet; 
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2. soepaja fractie Nasional di Volk:sraad mendesak Pemerintah oentoek 
memakai edjaan sepertijang dimaksoedk.an oleh Konggeres; 
3. soepaja perhimpoenan kaoem goeroe soeka membantoe poetoesan 
Konggeres. 
V. Setelah mendengar .praeadvies toean Adi Negoro, tentang " Bahasa Indo-
nesia di dalam persoeratkabaran" , maka sepandjang pendapatan Kongge-
res, soedah waktoenya kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-
djalan oentoek mem:perbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, 
karena itoe berharap so~ja Perdi bermoepakat tentang hal itoe dengan 
anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoek oleh Bestuur Kongge-
res jang baroe bersama-sama dengan lioofdbestuur Perdi. 
VI. Sesoedah mendengarkan praeadvies Ki Jiadjar Dewantara dalil jang ke-X 
jang disokong eleh toean R.M. Ng. dr. Poerbatjaroko, maka Konggeres 
Bahasa Indonesia memoetoeskan: 
bahwa Konggeres berpendapatan dan mengandjoerkan, soepaja didalam 
pergoeroean menengah diadjarkan djoega edjaan internasional. 
VII. Sesoedah mendengarkan praeadvies toean Soekardjo Wirjopranoto ten-
tang "Bahasa Ind.onesia dalam badan perwakilan", jang dioetjapkan dan 
dipertahankan oleh toean R.P. Soeroso, maka Konggeres berpendapatan 
dan mengeloearkan pengharapan: 
pertama: soepaja moelai saat ini bahasa Indonesia dipakai dalam segala 
badan perwakilan sebagai bahasa perantaraan (voertaal), 
kedua: mengeloearkan pengharapan soepaja menoendjang oesaha 
oentoek mendjadikan bahasa Indonesia bahasa jang sjah dan bahasa 
oentoek oendan~-oendang negeri. 
VDI. Sesoedah mend,~ngar praeadvies toean -sanoesi Pane tentang "lnstituut 
Bahasa lndonesi~" dan mendengar pendirian Komite tentang hal itoe; 
maka Konggeres Bahasa Indonesia memoetoeskan: 
soepaja diangkat soetoe komisi oentoek memeriksa persoalan mendirikan 
soeatoe ln~tituut Bahasa Indonesia dan Konggeres mengharap soepaja 
mengoemoemkan pendapatan komisi tentang soaljang terseboet. 
IX. Sesoedah mendengarkan praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana, 
Mr. Muh. Yamin dan Sanoesi Pane, maka Konggeres berpendapatan, 
bahwa oentoek kemadjoean masjarakat Indonesia, penjelidikan bahasa 
dan kesoesasteraan dan kemadjoean keboedajaan bangsa Indonesia, 
1>9dbe didirikan Pergoeroean Tinggi Kesoesasteraan dengan selekas-
lekasnya. 
KEPUTUSAN KONGRES BAHASA II 
Keputusan Seksi A : Dasar-dasar Edjaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin 
Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d 
tgl. 2 Nopember 1954 di Medan, setelah membatja, menelaah dan membahas 
preadvis jang dikemukakan oleh Prof. Dr. Prijana, memutuskan: 
l. mengusulkan kepada Pemerintah mengadakan suatu Badan Kompeten 
jang diakui oleh Pemerintah untuk: a. dalam djangka pendek menjusun 
Tatabahasa Indonesia jang normatif bagi S.R., S.L.P., S.L.A. dll. ; b. da-
lam djangka pandjang menjusun suatu tatabahasa deskriptif jang lengkap . 
2. Mengusulkan kepada Pemerintah, agar anggota2 Badan tersebut terdiri 
dari: 
a. seorang sardjana bahasa, sebagai ketua. 
b. seorang dari Pers sebagai Anggota. 
c. seorang dari Radio sebagai Anggota. 
d. beberapa orang ahli bahasa, sebagai Anggota. 
e. beberapa orang sardjana bahasa, sebagai penasehat. 
f. d.1.1. jang dianggap perlu. 
3. Memberi tugas kepada Badan tersebut untuk menjiapkan rentjana dalam 
djangka waktu jang ditentukan. 
4. Mengusulkan agar Badan tersebut dipimpin oleh seorang jang tjakap 
memimpin dan memang menundjukkan kegiatannja dalam perkembangan 
bahasa Indonesia. 
5. Mengusulkan supaja badan tersebut selalu mengadakan koordinasi dengan 
badan2 jang ada sangkut-pautnja dengan bahasa. 
6. Mengusulkan agar Badan tersebut bekerdja dengan sistim diachronis 




7. Mengusulkan agar Pemerintah berusaha supaja hasil Pekerdjaan Badan 
tersebut didjadikan suatu tatabahasa jang dilindungi dengan undang2. 
8. Bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju. Dasar bahasa Indonesia 
ialah bahasa Melaju jang disesuaikan dengan pertumbuhannja dalam 
masyarakat Indonesia sekarang. 
Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d 
tgl. 2 Nopember 1954 di Medan, setelah membatja, menelaah dan membahas 
preadvis jang dikemukakan oleh Sdr. Prof. Dr. Prijana, memutuskan: 
I. Menjetudjui ·sedapat-dapatnya menggambarkan 1 fonem dengan 1 tanda 
{huruf). 
II. Menjetudjui menjerahkan penjelidikan dan penetapan dasar2 edjaan 
selandjutnja kepada suatu badan kompeten jang diakui oleh Pemerintah. 
III. Mengusulkan agar Badan tersebut berusaha menjusun: 
a. Suatu aturan edjaan jang praktis untuk keperluan sehari-hari dengan 
sedapat mungkin mengingat pertimbangan ilmu. 
b. Suatu "Logat Bahasa Indonesia" jang halus, berdasarkan penjelidik-
an jang saksama dengan mempergunakan alat2 modern. 
IV. Menjetudjui agar edj~an untuk kata2 asing jang terpakai dalam bahasa 
Indonesia, ditetapkan sesungguh penjusunan edjaan bahasa Indonesia 
asli terlaksana, dengan pengertian bahwa untuk kata2 Arab diadakan 
kerja sama dengan Kementerian Agama. 
V. Mengusulkan agar edjaan itu ditetapkan dengan undang2. 
Keputusan Seksi B: Bahasa Indonesia didalam Perundang-undangan dan Ad-
ministrasi 
Seksi B dalam Kongres Bahasa Indonesia jang dilangsungkan di Medan 
sedjak tanggal 28 Oktober 1954 s/d tgl. 2 Nopember 1954, setelah membatja 
praeadvis saudara Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan setelah membatja serta 
mempertimbangkan preadvis saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto, mengam-
bil kesimpulan2 seperti teriring di bawah ini: 
I. Supaja Pemerintah segera membentuk Panitia Negara, seperti jang dimak-
sudkan dalam pasai 145 U.U.D.S., dengan ketentuan bahwa, disamping 
tugas jang dimaksud dalam pasal tersebut, supaja kepada· Panitia di-
bebarrkan. djuga kewadjiban sebagai berikut: 
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A .. Mengadakan pembetulan/penjempurnaan, jang dipandang perlu 
dalam bahasa Indonesia di dalam UndaI].g2. 
Undang2 Darurat, Peraturan2 Pemerintah dan Peraturan2 Negara 
jang lain, misalnja: 
1. Kata "kebutuhan", sebab kata ini adalah kata tjabul dalam 
Bahasa Daerah. Umurnnja, kata2 tjabul dari Bahasa Daerah 
djanganlah dipergunakan. 
2. Kata "retributie" (lihat pasal 2 L.N. 1953 No. 4). Demikian 
djuga seperti kata2 "rel", "ondernemeng" dalam T.L.N. no. 
353, "diimporteer", "paberikasi rokok", dalam T.L.N. no.350, 
"legaliseer'\ "aparatur", L.L.N. no.351, "inrichting van het 
onderwijs", T.L.N. no.351. Umurnnja kata2 asing jang mudah 
mendapat penggantiannja djangan dipergunakan. 
B. Memeriksa bahasa rantjangan Undang2 Darurat, dan Peraturan2 
Negara jang lain, sebelum ditetapkan. 
C. Mendjaga supaja istilah2 hukum bersifat tetap , terang dan djangan 
berobah sebelum mendapat persetudjuan Panitia tersebut. 
II . Didalam Panitia tersebut di sub I didudukkan sebagai anggota selain dari 
pada ahli2 Hukum dan Bahasa, djuga ahli2 Adat, ahli2 Agama dan ahli2 
Hukum Agama. 
III. Didalam Seksi Hukum dari Komisi Istilah herrdaklah djuga didudukkan 
ahli2 Hukum Agama sebagai anggota. 
IV. Untuk mentjapai KESERAGAMAN istilah Hukum jang dipakai dalam 
Dunia Perguruan Tinggi dan Perundang-undangan hendaklah para Guru 
Besar dalam Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi dan para Sardjana 
Hukum pada waktu2 jang tertentu mengadakan pertemuan. 
V. Supaja pihak Pemerintah tetap memakai istilah jang sama untuk satu 
pengertian hukum, misalnya: "atas kuasa Undang2", (Undang-undang 
Dasar pasal 101 ajat 1) contra "berdasarkan" dalam L.N. 195~ no. 4. 
VI. Supaja sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk jang sama, misal-
nya: "diubah", "dirubah", "dirobah", (l'n' 1954 no. 39). L.N. 1953 
no. 4 pasal 1). "Dewan Pemerintah Harian", (T.L.N. 353) contra "Dewan 
Pemerintah Daerah", (U.U.R.I. 1948 no. 22). 
VII. Menjetudjui seluruhnja kesimpulan 2 dari no. 1 s/d 6, jang diperbuat oleh 
saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada achir preadvisnja, jang ber-
bunji sebagai berikut: 
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l . Bahasa-Hukum Ind.onesia adalah bahagian dari bahasa umum lrtdone-
sia jang meliputi l~angan Hukum dalam masjarakat Indonesia dan 
pemeliharaan hukurrt serta penjelenggaraan pengadilan oleh instansi2 
jang diakui oleh undang-undang. lnstansi2 itu adalah instansi2 resmi 
Pengadilan pun J>ula badan2 atau petugas2 jang menurut Adat dan 
Agama diserahi penjelenggaraan Hukum Adat, dan Hukum Agama, 
termasuk Pengadilan Swapradja (dimana masih ada). 
2. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi ada-
lah bahagian bahasa-hukum Indonesia tertulis, jang dipergun~an 
dalam perundang-undangan dan administrasi, jaitu oleh instansi2 
resmi jang diseralti dengan penjelenggaraan administrasi dan pem-
buatan per-at-uran perundang-undangan, termasuk pengitaban hukum 
(codificatie) dan pentjatatan hukum (rechtsregistratie). 
3. Persoalan2 mengenai bahasa Indonesia pada umumnja berlaku pula 
terhadap dan berpengaruh pada bahasa Hukum (termasuk pula 
bahasa perundang-undangan dan bahasa administrasi) kita. 
4. Dalam mentjari, menggali, menghimpun dan membentuk istilah 
Hukum Indonesia sejogjanja dipakai dasar: 
a. bahan-bahan dari bahasa daerah jang meliputi seluruh daerah 
Hukum Indonesia. 
b. kata-kata istilah dari Bahasa Asing jang menurut sedjarah dan 
pemakaiannja sudah memperoleh kedudukan jang kuat dalam 
masjarakat Indonesia; 
c. kata-kata istilah bentukan barn jang menurut perhitungan baik 
berdasarkan isinja maupun pengutjapannja dapat diterima dan 
dipahami oleh masjarakat umum. 
5. Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanja kesamaan bentuk 
atau keseragaman guna melantjarkan penjelesaian surat menjurat 
dan memudahkan pemetjahan soal jang dihadapi. 
Berhubung dengan itu lazimlah dipakai dalam administrasi tjara 
penjelesaian soal jang disebut "afdoening volgens antecedent/prece-
dent" . 
6. Adalah satu keuntungan besar dalam sedjarah Kebudajaan Bangsa 
kita, bahwa sebagai salah satu hasil revolusi Bangsa Indonesia telah 
.dapat ditetapkan satu Bahasa Kesatuan dan Bahasa Resmi jaitu 
Bahasa Indonesia. 
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Keputusan Seksi C: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmklh dan Kamus 
Etimologi Indonesia 
Seksi C. Kongres Bahasa Indonesia 1954, setelah dalam sidang2nja mem-
perbincangkan preadvis ProL Dr. Prijohutomo tentang Bahasa Indonesia 
sebagai bah'asa ilmiah dan Kamus Etimologis Indonesia, mengambil keputusan/ 
kesimpulan untuk disarankan kepada sidang Pleno Kongres jang dapat di-
rumuskan demikian: 
A. Mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah Kongres berpendapat: 
1. Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannja kearah 
kesempurnaan pada dewasa ini, tidaklah mengalami banjak ke-
sukaran dalam pemakaiannja sebagai bahasa ilmiah. 
2. Maka untuk lebih menjempurnakan bahasa Indonesia mendjadi 
bahasa ilmiah dan kebudajaan didalam arti seluas-luas dan sedalam-
dalamnja, perlu ditjiptakan iklim dan suasana sedemikian rupa, 
sehingga bahasa tersebut dapat berkembang setjara mulus sempurna. 
3. Iklim dan suasana tersebut hanja mungkin ada djika ditetapkan de-
ngan tegas politik bahasa sebagai tindakan organik terhadap pasal 4 
UUDS jang berbunji "Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah 
Bahasa Indonesia". Di dalam politik itu sekurang-kurangnja haruslah 
ditetapkan usaha2 jang njata didalam rang}<.a pembangunan nasional 
antara lain. 
a. Pendirian Djawatan Penterdjemah Negara jang' kompoten, 
dengan diberi perlengkapan personalia, peralatan, dan keuangan 
jang tjukup. 
b. Sikap terhadap kedudukan bahasa daerah, sebagai sumber ke-
budayaan dan kekajaan bahasa nasional. 
c. Sikap tegas terhadap bahasa asing, misalnja penindjauan kembali 
pengadjaran bahasa Inggeris disekolah landjutan jang sekarang 
dilakukan dengan setjara meluas dan merata, dengan kemung-
kinan menggantinja dengan sekolah2 bahasa asing (Foreign 
Linguistic · Schools) untuk kepentingan negara dalam hubungan 
Intemasional. 
d. Adanja mimbar kuliah bahasa Indonesia, bahasa2 daerah, antara 
lain Melaju, Djawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, 
bahasa2 daerah Tapanuli, Atjeh d.l.l. 
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e. Adanja mimbar kuliah bahasa asing terutama bahasa2 tetangga, 
misalnja bahasa Arab, Sanskerta, Urdu, Tionghoa, d.1.1. 
f. Huruf Arab jang bialia disebut huruf Melaju supaja tetap di-
adjarkan disekolah-sekolah didaerah jang memakainja. 
8. Mengenai ichtiar untuk memperlengkap kata2 jang diperlukan didalam 
dunia Ilmu pengetahuan dan kebudajaan, maka Kongres Bahasa Indone-
sia mengandjurkan: 
1. lstilah2 jang telah biasa dipakai saat ini, diakui. 
2. Istilah jang telah disiarkan oleh Komisi Istilah, supaja disaring de-
ngan djalan berpegang kepada pengertian keseluruhannja, dan tidak 
hanja merupakan penterdjemahan kata2 bahagiannja. 
3. Semua istilah lnternasional dalam lapangan ilmiah dan kebudajaan 
diterima dengan ketentuan diselaraskan dengan lisan Indonesia, apa 
bila perlu dan tidak merusak pengertiannja. 
4. Untuk memperkaja perbendaharaan kata bahasa Indonesia, hendak-
lah terutama diambil kata2 dari bahasa daerah dan bahasa jang se-
rumpun. 
C. Andjuran2. 
I. Mengandjurkan supaja para sardjana Indonesia inengadakan 
pertemuan2 keahlian untuk membahas ilmu pengetahuan dalam 
lapangannja dengan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar. 
2. Mengandjurkan kepada para sardjana untuk mengarang buku tentang 
keachliannja dalam bahasa Indonesia. 
3. Mengandjurkan kepada pemerintah untuk memberikan pengharg~ 
dan honorarium jang tjukup menarik untuk setiap karangan dail 
hasil keahlian dan kesusasteraan jang diterima. 
4. Mengadakan perpustakaan untuk semua sekolah dan masjarakat jang 
tjukup lengkap. 
Mengenai preadvis tentang Kamus Etimologis Indonesia, Kongres ber-
pendapat supaja Pemerintah segera mendirikan sebuah Lembaga untuk nfonju-
sun-Kamus Etimologis Indonesia. 
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Selandjutnja Panitia Perumus mengambil keputusan untuk mengusulkan 
supaja mengumumkan kepada masjarakat: 
a. Pedato pembangkang utama Sdr. Hamka. 
b. ,Pedato Herman Bus~r. 
c. Pedato Prof. Dr. A.A. Fokker. 
Keputusan Seksi D 1: Bahasa Indonesia dalam Pergaulan Sehari-hari 
1. Di dalam pergaulan sehari-hari, jaitu didalam perhubungan antara ma-
nusia jang bersifat bebas dilapangan hidup jang bebas hendaklah senantia-
sa diusahakan dan diutamakan pemakaian Bahasa Indonesia sebanjak-
banjaknya didalam bentukjang sebaik-baiknya. 
2: Untuk mentjapai tudjuan ini, haruslah ada usaha pengembangan Bahasa 
Indonesia jang dilakukan dengan insjaf dan menurut rentjana jang ter-
atur, berdasarkan kesadaran dan kejakinan berbahasa satu, disertai usaha 
penjempurnaan Bahasa Indonesia jang h~ru·s-dftjantumkan sebagai atjara 
penting dalam rangka pembangunan nasional. 
3. Politik bahasa jang tegas jang mampu menjubutkan rasa tjinta kepada 
bahasa Indonesia dan jang sanggup melenjapkan nrsa- kurang-harga-diri, 
terhadap bahasa asing, hendaklah mengatur kedudtrkan Bahasa Indonesia 
dan hubungan bahasa ini dengan bahasa-bahasa daerah, baik di sekolah, 
sedjak dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi maupun di dalam 
masjarakat. 
4. Sebagai dasar politik bahasa itu hendaklah ditetapkan: 
a. Sesuai dengan U.U.D.S. R.I. bahasa resmi negara Indonesia ialah 
Bahasa Indonesia. 
b. Pengembangan Bahasa Indonesia tidak boleh bermaksud menahan 
perkembangan bahasa-bahasa daerah dan pengembangan bahasa-
bahasa daerah tidak boleh pula bermaksud menolak Bahasa Indo-
nesia. 
5. Guna memudahkaa dan melantjarkan perkembangan Bahasa Ibdonesia 
mendjadi bahasa pergaulan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia 
sebagai bahasa-ibunja, haruslah ada bimbingan jang njata pada pertum-
buhan dan pembinaan Bahasa Indonesia itu. 
6. Oleh karena itu seksi mengandjurkan supaja dibentuk suatu Lembaga 
Bahasa Indonesia jang antara lain dapat diberi tugas sebagai berikut: 
a. Mengadakan usaha-usaha pemakaian Bahasa Indone.sia jang meluas 
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dan mendalam disegala lapangan hidup· dan untuk segala lapisan 
masyarakat. 
b . Mengadakan usaha mempertinggi nilai dan mutu Bahasa Indonesia 
dengan memberikan bimbingan jang tegas dalam penggunaan Bahasa 
Indonesia. 
c. Dalam waktu sesingkat-singkatnja menjusun suatu tatabahasa Indo-
nesia jang bersahadja dan normatif, terutama untuk dipakai di-
sekolah-sekolah . 
d . MenguSf!hakan kesempurnaan edjaan Bahasa Indonesia. 
e. Mengusahakan adanja penghargaanjang sewadjarnja dari dunia luar. 
7. Sekolah-sekolah rakjat jang merupakan pesemaian benih-benih bahasa 
pergaulan sehari-hari dalam bentuk jang semurni-murninja disamping 
usaha pemberantasan buta huruf jang didjalankan dengan memperguna-
kan sematjam basic Indonesia , dan radio, pilem s~rta pers1,1rat-kabaran 
haruslah dengan insjaf membantu sekuat-kuatnja perkembangan dan 
pembinaan Bahasa Indonesia itu. 
Un tu)< mendjamin pemakaian Bahasa Indonesia jang baik di lapangan 
tersebut di atas , mestilah ada penelitian dan pengawasan jang saksama 
oleh Lembaga Bahasa Indonesia dan Pemerintah. 
Keputu~an Seksi D2: Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi 
Seksi D Kongres Bahasa Indonesia 1954, dengan menjesalkar. tidak di-
undangnja para sastrawan Indonesia, setelah dalam sidangnja memperbin-
tjangkan preadvis Bahrum Rangkuti tentang "Bahasa Indonesia dalam prosa 
dan puisi", mengambil keputusan-keputusan jang dapat dirumuskan sbb. : 
I. Beda Bahasa Indonesia dari Bahasa Melaju nyata sekali dalam prosa 
dan puisinja , djadi dalam kesusasteraannja . DapatJah dikatakan 
bahwa Bahasa Indonesia dalam kesusasteraannja lebih banjak variasi-
nja dari Bahasa Melaju dalam seni prosa dan puisinja. Meskipun be-
gitu masih banjak djenis kesusasteraan Mela ju klasik jang patut men-
djadi perhatian , bahkan mungkin mendjadi perangsang bagi per-
kembangan kesusasteraan Bahasa Indonesia. 
2. Perlu diadakan Balai Penterdjemah Sastra jang bertugas mengusaha-
kan terdjemahan hasil-hasil sastra dunia dan sastra daerah Indonesia. 
3 . Perlu dilakukan penjelidikan jang luas dan mendalam tentang ke-
susasteraan bahasa-bahasa Indonesia dan hasil kesusasteraan bahasa-
bah,asa tetangga (India, Farsi, Arab, dsb.) jang zat-zatnja ada menge-
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sahkan pengaruh pada sastra Melaju klasik maupun Indonesia mo-
dem. 
4 . Perlu diterbitkan berbagai naskah kepustakaan Melaju klasik di-
samping hasil-hasil kesusasteraan Indonesia modem. Demikian djuga 
·berbagai pendapat para sardjana dan sastrawan mengenai hasil ke-
susasteraan Melaju klasik dan bahasa Indonesia jang tersebar di ber-
bagai madjalah, naskah dan buku . 
5. Perlu diusahakan buku-buku jang menguraikan stilistik Bahasa Indo-
nesia dengan memperhatikan sifat dan luasan kesusasteraan Indo-
nesia dan penjelidikan jang luas tentang logat Bahasa Melaju di-
berbagai daerah Nusantara (termasuk tanah Melaju) untuk menge-
tahui inti-hakikat prosodi Bahasa Indonesia . 
6. Perlu diwujudkan perpustakaan kesusasteraan jang lengkap di-
sekolah, baik rendah, landjutan maupun seterusnja. 
7. Perlu ada usaha menggiatkan tunas muda kesusasteraan Indonesia, 
antaranja sekolah sandiwara, deklamasi dsb . 
Keputusan Seksi DJ: Bahasa Indonesia dalam Pilem 
I. Jang dimaksud dengan bahasa pileni jaitu salah satu alat pengutaraan 
fikiran , perasaan, kehendak dll. 
Jang dimaksud dengan bahasa dalam pilem jaitu salah satu unsur ba~asa 
pilem disamping gambaran dan bunji-bunjian lain. 
Bahasa dalam pilem dapat !erdiri dari pertjakapan, komentar , pentje-
ritaan dll. 
II. Pilem diakui sebagai salah satu alat penting untuk menjebarkan dan 
mengembangkan bahasa Indonesia serta membuat bahasa lndonet>ia 
populer dikalangan segala lapisan masjarakat di seiuruh tanah air. 
IIL Pilem dapat membantu proses pertumbuhan Bahasa Indonesia Umum a.I . 
dengStn mentjemakan bahasa-bahasa daerah, baik dalam idiomnja, istilah-
nja, tjara pengutjapannja dll., ke dalam Bahasa Indonesia . 
IV. Tidaklah sewadjamja diadakan suatu paksaan untuk mendapatkan bahasa 
Indonesia jang sedjenis (uniform) untuk pilem, karena dalam mentjipta-
kan sebuah pilem haruslah disesuaikan bahasanja dengan ragam tjeritera, 
jang berbeda-beda menurut suasana dan daerah. Djuga karena paksaan 
sematjam itu bertentangan dengan dasar pentjtptaan seni setjara bebas. 
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V. Mengandjurkan kepada pembuat-pembuat pilem untuk memakai Bahasa 
Indonesia jang baik, jang dapat dipertanggungdjawabkan sebagai sua:tu 
hasil pentjiptaan seni jang sempuma. 
VI. Karena fungsinja jang penting itu, sewadjarnjalah persoalan pilem lebih 
banjak mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dari Kem. P.P. dan 
K. dengan tjara mendjalankan politik pilem jang lebih aktif. 
VII. Supaja teks terdjemahan pilem luar negeri diperhatikan oleh Panitia 
Sensor Pilem. 
VIU . Untuk mendjaga pemakaian Bahasa Indonesia jang baik dalam pilem 
supaja bahasa dalam pilem itu melalui Panitia Sensor Pilem Indonesia. 
Keputusan Seksi E: Fungsi Bahasa didalam Pers, Bahasa1ndonesia da/am Pers 
dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio 
Seksi E dari Kongres Bahasa Indonesia jang bersidang pada tanggal 30 
dan 31 Oktober 1954 bertempat di Balai Wartawan dan Balai Polisi di Medan, 
setelah menerima baik preadvis2 tentang Fungsi Bahasa di dalam Pers, Bahasa 
Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam penjiaran radio, dengan 
suara bulat telah memutuskan untuk mengandjurkan kepada sidang Kongres 
supaja mengambil resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio, 
schagai berikut. 
Resolusi tentang 
Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio 
Memperhatikan : 
Tudjuan Kongres jang dimaksudkan menindjau kedudukan dan kegunaan 
bahasa Indonesia dalam segenap lapan~an hid up , baik sebagai bahasa pergaul-
an maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan, agar menjadi pegangan bagi 
penjelidikan selandjutnja dinegeri kita dan akan berharga pula bagi penjelidik-
an bahasa di-negara2 tetangga. 
Mengingat : 
(I) Pers dan Radio bertugas melaksanakan alat hubungan semesta (mass-
communicittion), 
J2) Bahasa itu merupakan alat dari pada Pers dan ~dio, 
(3) A.lat daripada Pers dan Radio Indonesia adalah Bahasa Indonesia, 
55 
( 4) Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa selalu dalam pertumbuhan, 
(5) Tatabahasa pada bakiJcatnja melulCiskan pertumbuhan bahasa di· 
dalam masjaralcat ( deskriptif) dengan teliti. 
Men im bang: 
(I) Pers dan Radio wadjib dan berhalc melaksanalcan tugasnja dengan 
sebaik2nja, 
(2) Bahasa sebagai alat Pers dan Radio harus dibuat seefektif2nja atau 
didjadikan se-baik2nja, 
(3) Kebaikan bahasa sebagai alat Pers dan Radio terletalc pafta 1sifat 
mudah dan djelas, 
(4) Sifat mudah dan djelas itu tertjapai djika mengikuti pertumbuhan 
bahasa dengan timbulnja kata2, langgam2, gaja dan ungkapan2 baru 
didalam masjaralcat. 
Menjatalcan pendapat sebagai berikut: 
(I) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio talc dapat dianggap sebagai 
bahasa jang talc terpelihara dan rusak, 
(2) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio adalah bahasa masjaralcat 
umum jang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masjaralcat, 
(3) Pers dan Radio hendaknja sedapat mungkin berusaha memperhati· 
kan tatabahasa jang resmi, 
(4) Menganggap peilu supaja diandjurkan adanja kerjasama jang lebih 
erat-antara Pers dan Radio dengan Balai2 Bahasa. 
Medan, I Nopember 1954 
Pimpinan Kongres 
I. Mr. Mahadi 
2. Dr. A. Sofjan 
3. Prof. Prijana 
KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA m 
Kongres Bahasa Indonesia III, yang berlangrung dari hari Sabtu tanggal 
28 Oktober 1978 sampai dengan hari Jumat tangglil 3 November 1978 di 
Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian 
pembukaan Kongres Bahasa Indonesia Ill oleh Presiden Republik Indonesia, 
Suharto, pada tanggal 28 Oktober 1978 dan pidato pengarahanMenteri Pen-
didikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef, pada tanggal 300ktober 1978, 
serta setelah mendengarkan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas se-
cara mendalam, baik dalam sidang-sidanglengkap maupun di dalain sidang-
sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesinipulan dan usul tind~k 
lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan : 
1. kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan 
nasional; 
2. bidang pendidikan; 
3. bidang kc;>munikasi; 
4. bidang kesenian; 
5. bidang linguistik; 
6. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut. 
I. Pembioaan clan Pengembangan Bahasa Indonesia daJam Kaitannya dengan 
Kebijaksanaan Kebudayaan, Keagamaan, Soiial, Politik, dan Ketahanan 
Nasional 
a. Kesimptflan flmum 
Bahasa ac,i8lah unsur yang berpadu d,engan unsur-unsur lain di dalam ja-
fingan keblJdayaan. Pada waldu yang sarna bahasa merupakan sarana pe-
ngungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan Qilai-nilai kehidupan kemasyara-
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katan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bi,dilng ke-
bahasaan harus merupakan bagian yang int!'lgral dari kebijaksanaa:h nasional 
yang tegas di dalam bidang kebudayaan . 
Perkemban'gan kebudayaan Inqonesia ke arah peradaban modern sejalan 
dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menu-
tut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecerrnatan, ke-
tepatan, dan kesanggupan menyatakan isi , pikiran secara eksplisit. Ciri-ciri 
cara berpikir dan menglingkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam 
hubungart dengan perkemba:ngan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mo-
demisasi masyarakat Indonesia. Sefain itu, mutu dan kemampuan bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi keagarnaan perlu pula ditingkatkan. 
Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia 
memiliki kesanggupan menyatakan dengan tegas, jelas, dan eksplisit konsep-
konsep yang rumit dan abstrak serta hubungan antara konsep-konsep itu 
satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini harus dijaga agar senantiasa terda-
pat keseirnbangan antara kesanggupan bahasa Indonesia berfungsi sebagai 
sarana komunikasi ilmiah dan identitasnya sebagai bahasa nasional Indonesia. 
Identitas kebangsaan Indonesia dirnanifestasikan bukan saja oleh bahasa' 
Indonesia, melainkan juga .oleh bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pem-
binaan dan pengembanganbahasa Indonesia harus dij,mbangi dengan pembina-
an dan pengembangan bahasa daerah sesuai dengan penjelasah Bab XV Pasal 
36 Undang-Undang Dasar 1945. Dt lfalam hubungan ini diperlukan adanya 
keseirnbangan antara sikap bahasa yang positif, baik terhadap baha5a Indone-
sia maupun terhadap bahasa daerah dan perilaku berbahasa, dan antara sikap 
bahasa perseorangan dan sikap bahasa bangsa yang dinyatakan di dalam 
kebijaksanaan bahasa nasional. 
Sejarah kebangsaim Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan 
bahasa Indonesia memiliki hubungan isi-mengisi dengan perkembangan ke-
hidupan sosial, ekonomi - baik dalam hubungan dengan perkembanpn urba· 
nisasi maupun dalam hubungan dengan kehidqpan pedesaan -~- serta kehidup-
an politik di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan-politik 
telah mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indone-
sia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi antardaerah, antarsuku, 
dan antarbudaya telah memungkinkan terjadinya perkembahgan kehidupan 
kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik seperti yang kita miliki 
hingga saat ini. Da:Iam hubungan ini, bahasa Indonesia yang semula merupa· 
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kan · ~llfana p~mb~basan dari kekangan stratiO~ so~1al,; de'~ ini menunjuk-
.kan .kec~d~~ngan1 ke arah pembedaan kedudu~n sosiat ~alam. µiasyll!akat. 
~ecenderungan ini perlu diatasi demi keutu~n)dentit~s ~asyarakat Ind,o-
nesia sebagai masyill"akat yang demokratis. . . . 
'.'. :'.Pt)a,bt.n,t .. hubunga~ de~gw,. ~~~gkatan ' isi !la~ ma~ kem~r~~~llll 
Indonesia bagi kepentingan seluruh iakyat Indonesia dan f>enirigicatan ke-
· _, •• ' ' f1 , 5 '~ ' ', / 'I ', l ' • 1 ' 0 I : •;.' \ ;. ; • ' \ ') t ' 1 'i' 
wibawaan s,erµ identitas bangsa Indonesia di dalam pergaulart masyarakat 
. I . i . • • ~ , ·' • ~ ' ' I • •. ·.'. . . . • : ' . ;. •. • f I 
antarbangsa, ~e~tama dalam lingk\,\n~an P,er~~~ B;lngsa-baqgsa Asia .Te,Qg· -
•. giµ:a: (~SE/\N), \>.~~ lndon~sia merupakaJi. sarana yang d~!iditlkan unt11Jc 
meningkatkan ket~anan ~asiona)., yattu ~omij.si . din~ yang _ ~itandai 
.. oJeh. ad~y~ ~euleta,n dan .Jcetangguhan yang·.mengandµng k~~ami,>uan me-
. ngemb~~n . kekuatan nasional. Hapy~ dengan wiba,wa. _ya,ng besar .d.an 
identitas .yang_ te.ga11 .dap ny11-t~ ~ ba,ngsa. In~onesia d.ap~t .mem~inkan. peranan 
yarig .berp~ngaruh di dalam p,erga~ n;i,asyii.nµ~~t durµa! ..... 1 _ · 
· Bahasa.· Indonesia' dapat · dilcembangkan· dan diperkaya d~gan unsui-
1unsun bahasa ·daerah .~. 'ipabilil· perlu; dengan unslir-unsur ·bihasa asing . 
. Un5ur-unsur serapan -itu haruslah terbafas .pada unsut-unsur·yang,·sangat di-
perlukan dan •yang padanannya yang tepat tidak terdapat"di dalam bahssa 
Indonesia. 
I·' • '' ~. . 
/J. ,·. Tinflak ~njut ,. , 
Tindak ·· Ianjut yang perlu diambil dalaJn huburtgan-derigan.kesimpulan 
. ~mum di.atas adalah· sebagai berikut . 
. ~11 t Ole~ br~na k~,bijak~aart b~asa nasio~ ~~~pakan ~agt~. integr8I 
· · kebiJaksanaan kebudayaan ·nwonal, dan distisun dalam konteks kebi-
, . ' jafunaan kebudayaan hasional itu, maka pedu sege1' 4iadabn Kong· 
res Kebuda~aan Nasional dengan mcmgtkut'seitakan tokoh-tokoh na-
1 sional yang berpengalaman dalam·bidq kebudayaan, keaganiaan, s0sial, 
poli«k, ekonomi;·dan ilmu pengetah'IJan". · · · ' "· ' 
(2)' P,el81C5anaari kebijaksanaan bahasa ~sional ' mem~rlta~ partisipast se-
genap Iapisan masy~t. Daiam hubungan Uii ~erlll dtbentuk Dewan 
Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa · yahg berfungsi , me-
. ngarahkan pellksanaan pembinaan dan peligemb~ ~ dan yQig 
berpeng&laman · dalam bidang kebudaya8n, k~, 'sosial, poli~, 
ekononii, dan ilmu pengetahi,ian. . .. ' . . . . ' ' ' . 
(3) Silcap_ bahasa yang positif, perilaku berbahaaa, dan kebiaaaan-berbahasa 
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Indonesia dengan bailc dan benar perlu ditingkatkan, terutama di kalang-
an generasi muda. Untuk mencapai tujuan ini perlu dikemb~ 
lingkungan kebahasaan yang positif pula. Dalam hubungan ini, iklan 
serta papan nama toko, perusahaan, dan lain-lain yang tertulis dalaJn 
bahasa asing perlu diindonesiakan. 
( 4) Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir 
ilmiah, buku-buku dan b~ kepustakaan ilmiah lain yang tertulis dalam 
bahasa asing perlu disebarluaskan dengan jalan menerjemahkannya ke 
dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu segera di-
bentuk Badan Penerjemahan Nasional dengan wewenang, dana, dan 
tenaga profesional yang cukup. 
( 5) KesiOlbangan antara sikap bahasa yang positif dan perilaku berbahasa 
dapat dicapai dengan menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai 
salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dalam sektor pe-
merintah, baik dalam lingkungan sipil maupun dalam lingkungan militer 
serta dalam sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan sarana perundang-
undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran bahasa Indonesia 
sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian. 
II. Pembinaan clan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan 
Bidang Pendidikan 
a. Kesimpulan Umum 
Perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki dewasa ini telah 
dimungkinkan oleh usaha para pendidik. Sebaliknya, perkembangan pendidik-
an kebangsaan kita telah dimungkinkan berkat adanya bahasa Indonesia. 
Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan fonnal yang harus 
menerima anak didik dari semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, 
dan sesuai pula dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebuda-
yaan dalam Garis-ga~s Besar Haluan Negara, maka kedudukan djln fungsi 
bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah 
(1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok dan (2) sebagai bahasa pengantar 
di semua jenis dan jenjang sekolah. 
Bahasa daerah masih dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia 
sebagai bahasa pengantar di kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar 
di'daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah 
dapat pula diajarkan sebagai mata pelajaran. I 
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Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah untulc sarana komunikasi 
antarbangsa dan untuk menimQa ihnu peng~tahuan dan teknologi dari buku-
buku berbahasa asing. 
Sehubungan dengan pemakaian tiga ke\ompok bahasa yang dikemuk.akan 
di atas, ha! yang tidak menggembirakan ialah kenyataan bahwa pada sebagian 
anggota masyarakat terjadi percampuradukan pemakaian bahasa Indonesia 
dan 'bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal itu mµ~gkin 
dapat diatasi dengan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan ben'ar 'oleh 
semua guru. 
Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang berjalan secara alamiah 
j~lin-Oerjalin dengan perkembangan persepsi, daya abstraksi, perasaan, dan 
pengetahuan seorang anak. Oleh karena itu, proses belajar-mengajar bahasa 
Indonesia dengan pendekatan makro yang mencakup pembinaan melalui 
semua mata pelajaran dan lingkungan sosial yang lebih luas akail lebih me-
nguntungkan. 
Masukim(input) instrumental pendidikan bahasa mencakup kurikulum, 
guru, dan sarana pendidikan. Kurikulum pendidikan bahasa Indonesia pada 
semua jenjang sekolah harus berkesinambungan. Guru yang memegang peran-
an kunci dalam proses mengajar tidak selalu menggembirakan kualifikasi dan 
jumlahnya. Demikian pula halnya dengan sarana pendidikan seperti buku-
buku pelajaran dan buku bacaan. 
Khusus mengenai buku-buku terdapat beberapa masalah. Pertama, 
jumlah dan jenis buku yang diperlukan oleh guru dan murid belum mema:dai. 
Kedua, perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab untuk pembinaan 
buku-buku dim media bacaan lainnya belum berkembang sebagairnana mesti-
nya; petugas perpustakaan sangat kurang. Ketiga, buku-buku pelajaran masih 
banyak yang belum memenuhi syarat, baik dari segl ejaan dan canda baca 
maupun dari segi bahasa dan isinya. 
Minat baca di kalangan murid pada u!Ilumnya cukup memadai, kecuali 
minat baca untuk buku ihnu pengetahuan. Dukungan yang diperlukan untuki 
pengembangan minat baca ternyata masih kurang dalam pengajaran bahasa 
Indonesia. 
Pelajaran sastra belum merupakan mata pelajaran yang mandiri. Sastra 
diajarkan sebagai sarnbilan dalarn pelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pengajar 
dari b~ku yang diperlukan masih kurang. 
Keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan seko.lah dasar 
dan sekolah lanjutan ternyata belum memenuhi syarat minimum bagi peng-
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gunaan bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan pendidikan tinggi mauj>un 
untuk kepentingan komunikasi umum di dalam masyarakat. Keadaan ini 
perlu segera diatasi. 
Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan ma-
syarakat umum, termasuk para pejabat, di luar lembaga pendidikan formal 
perlu ditingkatkan. · 
b. Timiak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan 
umum di atas adalah sebagai berikut. 
(1,) Untuk meningkatkan mutu keterarnpilan berbahasa Indooesia di kalang-
an tarnatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan mutu pelajaran bahasa 
Indonesia di sekolah dasar dan sekolah lanjutan harus segera diperbaiki 
dengan jalan menyediakan bahan pengajaran yang bermutu, mengem-
bangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih baik, dan meningkat-
kan mutu pendidikan guru sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indo-
nesia di sekolah dasar dan lanjutan. Selain itu, guru-guru terutama guru-
guru bahasa Indooesia harus segera diberi ·penataran dalarn keterarnpilan 
berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, penggunaan metode dan 
sarana pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan pengem-
bangan inovasi pendidikan kebahasaan. 
(2) Kebiasaan dan keterarnpilan mcnulis, termasuk menulis laporan ilmiah, 
harus dikcmbangkan mulli dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat 
pendidikan tinggi. Scjalan dcngan itu, perlu pula dikembangkan kcteram-
pilan mcmbaca cepat. 
(3) Pcrlu scgera diadakan pcnclitian mengenai masalah-masalah konkrct 
tcntang keserasian kurikulum bahasa Indonesia di semua jenis dan jen-
jang sckolah dah kcmampuan sarana pcnunjang seperti buku-buku 
murid, pcnuntun guru, pcrpustakaan, dan alat peraga . 
( 4) Peranan perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan dan buku-buku di-
lengkapi. Guru perlu ditatar untuk menjadi guru pustakawan. 
( 5) Buku-buku pclajaran perlu diteliti dan dievaluasi ketepatan isi dan 
keserasian bahasanya. Harga buku perlu · diturunkan agar dapat terjang-
kau oleh daya beli orang tua murid. 
(6) Keragaman buku pelajaran untuk murid-murid yan~ berbeda latar be-
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lakang bahasa ibunya atau tingkat kemampuan bahasa lndonesianya 
perlu dikembangkan . 
(7) Untuk mempercepat proses evaluasi buku, maka wewenang pelaksanan-
nya perlu diserahkan kepada tim daerah. Tim ini dapat dibentuk pada 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keanggotaan 
tim harus mewakili ahli bahasa , ahli pendidikan, dan ahli bidang studi 
yang bersangkutan. 
(8) Untuk menghilangkan keraguan di lapangan, perlu dikeluarkan petunjuk 
yang jelas tentang masalah bahasa pengantar di sekolah, termasuk ke-
dudukan' bahasa daerah sebagai pembantu bahasa pengantar di kelas-kelas 
awal sekolah dasar. 
(9) Dalam rangka peningkatan pengajaran sastra, perlu disusun kurikulum 
yang serasi. 
( l 0) Dalam rangka penerapan pendekatan makro, perlu disusun pedoman 
1Jntuk kepala sekolah dan para guru. Tugas guru yang mengajarkan bi-
dang studi nonbahasa adalah mengembangkan kemampuan murid dalam 
memahami uraian lisan dan bahan bacaan dalam bidang studi masing-
masing dengan tepat. Juga diperlukan latihan melakukan sintesis, analisis, 
dan evaluasi konsep-konsep dalam bidang studi dengan bahasa yang 
tepat. 
(11) Perlu ada kebijaksanaan yang menyeluruh tentang pembinaan guru ba-
hasa Indonesia. Untuk mendapatkan guru yang baik, perlu dipikirkan 
masalah mutu calon guru di SPG dan IKIP, masalah pengangkatan dan 
pembinaan karier melalui penataran dan pendidikan lanjutan. 
(12) Sehubungan dengan pendidikan luar sekolah, perlu ditingkatkan pembe-
rantasan bu ta huruf Latin dan buta bahasa Indonesia. 
(13) Dalam rangka pembinaan bahasa daerah , perlu diberikan tempat dan 
waktu yang wajar padanya dalam kurikulum sekolah. 
(14) Mutu pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu segera di-
tingkatkan dengan tujuan memungkinkan penggunaannya sebagai sarana 
penggalian kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta 
sararia komunika~i antarbangsa. 
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III. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang 
Komuoikasi 
a. Kesimpu/an .Umum 
Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk menibina 
dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa 
karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam 
hubungan itu media massa telah memberikan sumbangan yang berharga dalam 
pertumbuhan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan 
adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, 
baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung ke-
hilangan maknanya yang sesungguhnya dalam ragam lisan belum ada lafal 
baku. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai 
bahasa daerah atau bahasa asing. 
b. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan 
umum di atas adalah sebagai berikut. 
(1) Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam 
tentang sebab-sebabnya. 
(2) Kerja sama antara wartawan dan ahli ba~asa dalam penumbuhan bahasa 
Indonesia perlu digalakkan. 
(3) Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, 
televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta. 
(4) Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah 
dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia 
yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaul-· 
an sehari-hari. 
(5) Perlu dipikirkan _kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-
kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa 
Indonesia dalam kegiatan masing-masing. 
(6) Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan 
"Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan ,bahasa 
Indon·esia. 
(7) Pusat P~mbinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers 
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dan Iembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal balcu bahasa 
Indonesia yang didasarkan atas penelitian antara lain untuk penyiar 
televisi dan radio. 
(8) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, televisi, 
serta radio dapat melakukan kerja sama yang iebih efektif dalam usaha 
keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang bai.k dan baku. 
IV. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaita.linya 
dengan Bidang Kesenian 
a. Kesimpulan Umum 
Bahasa Indonesia yang dipergunakan di dalam banyak karya sastra, cerita 
anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya ketimpangan. Dalam 
hal sastra dan buku anak-anak, hal itu disebabkan oleh penggunaan bahasa 
yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarang kita, di samping masih 
tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan. 
Dalam hal penerbitan cerita anak-anak, pengarang perlu memberi kele-
luasaan kepada penerbit untuk mengubah bahasa k'arangannya agar sesuai 
dengan usia dan lingkungan anak-anak. Bacaan anak-anak memegang peranan 
penting dalam usaha peningkatan imajinasi dan kecerdasan anak; dengan 
demikian kecennatan pemakaian bahasa merupakan faktor yang sangat pen-
ting. Dalam syair lagu ketimpangan itu antara lain diakibatkan oleh tidak ada-
nya patokan yang pasti tentang aksen bahasa Indonesia sehingga para kompo-
nis tidak mempunyai pegangan untuk menyesuaikannya dengan melodi. 
Pemakaian bahasa Indonesia dalam film belum dilakukan sebaik-baiknya 
sebab film lebih banyak merupakan barang dagangan pemburu keuntungan 
bagi pengusaha; penulis skenario yang dipilihnya kebanyakan tidak menguasai 
teknik penulisan yang baik. 
Bahasa Indonesia semakin ban}'.ak juga dipergunakan unt.uk menerjemah-
kan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarluas-
kan jangkauan teater tradisional dengan cara mengindonesiakan cakapannya 
kadang-kadang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena 
terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena 
itu, pengondonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan 
melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan dan pengembangan 
kesenian •. dan seniman. 
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b. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan ke-
simpulan umum df atas adalah sebagai berikut. 
{l) Mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah-sekolali. 
(2) Menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai. 
(3) Menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah. 
( 4) Menerje~ahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke 
dalam bahasa Indonesia. 
(5) Merangsang penelitian dan pendalaman kal)\ll·karya sastra daerah yang 
bersangkutan. 
(6) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam 
bahasa Indonesia atau daerah. 
(7) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan 
daerah ke dalam bahasa-bahasa asing. 
(8) Menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap 
warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan 
mudah dan murah. 
(9) Menggiatkan dan merangsang kreativitas para sastrawan kita dengan 
menyediakan sarana untuk itu, misafuya berupa majalah sastra dalam 
bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah. 
(10) Mengadakan kegiatan pertemuan antara sastrawan, ahli. sastra, dan calon 
penggemar sastra ( dalam rangka memasyarakatkan apresiasi sastra). 
(11) Mewajibkan para penerbit memiliki editor. 
(12) Mengadakan penataran untuk tenaga editor. 
(13) Menggunakan tenaga editor yang diakui oleh Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa. 
(14) Melakukan perekaman teater tradisional untuk kemudian diterbitkan 
dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
(15) Mengadakan penelitiail mengenai penggunaan syair untuk lagu-lagu 
Indonesia, yang hasilnya dapat digunakan sebag'ai pengarahan penciptaan 
lagu. 
(16) Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah-1¢lidah bahasa Indonesia 
yang sudah ada, dan apabila ada kaidah yang /sudah tidak sesuai lagi, 
maka kaidah itu sebaiknya diperbaiki. 
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{17) Memberi rangsangan kepada pengarang-pengarang yang menyumbangkan 
tulisan-tulisan berhargai kepada media massa. 
{18) Meningkatkan kecermatan pemakaian bahasa dalam bacaan anak-anak, 
termasuk penyesuaian dengan usia anak-anak. 
( 19) Menumbuhkan kerja sama antara penerbit bacaan anak-anak dengan 
lembaga-lembaga pendidikan dan psikologi yang ada. 
(20) Perpustakaan sekolah hendaknya benar-benar terbuka bagi anak didik. 
V. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang 
Lingutitik 
a. Kesimpulan Umum 
Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat menunjuk-
kan perkembangan berbagai ragam bahasa yang kaidah-kaidahnya lebih rumit 
daripada yang disangka orang. Kaidah bahasa yang tercantum dalam buku 
tata bahasa dan yang diajarkan di sekolah, tidak sepenuhnya lagi mencermin-
kan kenyataan orang berbahasa dewasa ini. Ketidakserasian antara kaidah dan 
pemakaian bahasa yang beragam-ragam itu kadang-kadang melahirkan ke-
sangsian orang dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar. 
Usaha agar Ejaaa Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diterapkan 
secara sadar dan mantap oleh berbagai golongan dan lingkungan inasyarakat 
dalam ragam bahasa tulisan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. 
Pengembangan kosa kata Indonesia yang tidak dilandasi oleh wawasan 
bahasa yang baik kadang-kadang menjurus ke pertumbuhan yang kurang ter-
atur. 
b. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesirnpulan 
umum di atas adalah sebagai berikut. 
(I) Penguasaan kaidah ejaan resmi dan lafal yal}g baku perlu ditingkatkan 
di kalangan masyarakat luas, termasuk instansi Pemerintah dan swasta, 
lembaga pendidikan, dan sarana komunikasi massa. 
(2) Tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dengan 
cara yang meritadai perlu mendapat prioritas utama dalam kegiatan 
pengembangan bahasa Indonesia. T~ta bahasa deskriptif itu kemudian 
dijabarkan 'untuk pelbagai tujuan pedagogis atau tujuan praktis. 
(3) 
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Kamus baJcu bahasa Jndonesia per]u segera diterbitkan dan disebarluas-
kari. Untuk tujuan itu penelitian di bidang leksikologi perlu dilaksanakan 
dan para ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan diikutsertakan. 
( 4) Kerja sama penelitian antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
dengan lembaga pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. 
(S) Akronim yang dipakai di luar lingkungan khusus hendaknya disertai 
bentuk lengkapnyajika mungkin terjadi gangguan komunikasi. 
(6) Pembakuan dan modemisasi segala segi baha:sa Indonesia perlu digalak-
kan dengan tujuan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia baku di 
dalam segala kegiatan pemakaiannya. 
(7) Perlu diadakan penelitian mengena1 berbagai segi bahasa Indonesia , se-
perti penggunaan kata ganti dan sapaan daJam hubungan dengan de-
mokratisasi masyarakat. 
(8) Perlu diatur transliterasi tulisan Arap untuk kepentingan keagamaan, 
ilmiah, dan umum. 
VI. Pembinaao dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang 
Ilmu dan Tekno]ogi 
a. Kesimpulan Umum 
Oleh karena antara bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan 
yang erat, maka keberhasilan dati pemodernan itu sangat bergantung kepada 
corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintesis antara 
nilai-nilai yang berakar pada kebudayaan etnis yang tradisionaJ dan nilai-nilai 
kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses 
sintesis itu dipikirkan sebagai suatu proses yarig mempertinggi potensi kreatif 
yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia . 
Ihnu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting 
dalam modernisasi, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi perlu dirnasyarakatkan secara luas. Pemasyarakatan ini hanya dapat 
diselenggarakan . secara efektif dan efisiensi apabila bahasa berfungsi sebagai 
penyebar konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu. 
PermasaJahan yang dihadapi oleh pemakai bahasa keilmuan di Indone-
sia adalah ketidakseragaman istilah dan penamaan dalam satu bidang disiplin 
sekalipun. Di dalam masing-masing disiplin ihrtu pengetahuan dan teknologi 
terdapat ke~nderungan untuk membuat istilah-istilah dan ta ta nama yang her-
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beda-beda. Di samping ini perlu pula diperhitungkan adanya sistem tata nama 
internasional. Jadi, banyak istilah yang mudah dibuat di dalam suatu kalangan 
tidak diketahui oleh kalangan itu. 
Pengadaan buku pelajaran ilmiah dalam bentuk karya asli perlu digalak-
kan. Potensi ke arah ini sudah kelihatan mulai berkembang. Faktor-faktor 
penghambat tampaknya terletak antara lain di luar bidang ilmiah, misalnya. 
a. kreativitas di bidang lain adalah lebih produktif secara material; 
b. uluran tangan dari pihak Pemerintah hingga sa~t ini belum mencapai 
hasil yang diinginkan. 
Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu seperti ilmu hukum 
banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia . Oleh karena 
bahasa keilmuan itu harus bermakna tun~al, pemakaian bahasa Indonesia 
harus diperbaiki dan dibakukan. 
Penggunaan akronjln hendaklah terbatas pada lingkungan kedinasan 
yang bersangkutan saja. Penggunaan akroniJi;t di luar lingkungan kedinasan 
yang bersangkutan, .. misalny.a di dalam media massa hendaklah dihindari. 
Apabila akronim digunakan di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, 
akronim itu hendaklah dilengkapi dengan bentuk penuhnya. 
Dasar dan penamaan bilangan di dalam bahasa Indonesia perlu di-
tinjau kembali . 
Untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam 
bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber 
adalah bahasa Inggris. 
b. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan ke-
simpulan umum di atas adalah sebagai berikut. 
(I) Usaha pemodernan bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan ter-
capainya keselarasan dengan : 
a. nilai-nilai yang telah memungkinkan berkembangnya ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi moderp.; 
b. nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan etnis. 
(2) Pemerintah dan masyarakat ilmuwan perlu berusaha untuk segera me-
nyeragamkan peristilahan, baik dalam satu disiplin maupun antardisiplin 
yang berdekatan dan agar istilah-istilah internasional digunakan di 
satnpin~ istilah-istilah bahasa Indonesia. 
(3) Dalam scmua je'njang· pendidikan, khususnya .sejak sekolah lanjutan, 
perlu dit,sahakan keseimbangan antara pendidikan bahasa, matematika, 
dan logib SUpPfa pemikiran bangsa Indonesia dapat mengimbangi ke· 
majutn UJnan. 
( 4) Supaya Pemerintah menumbuh:kan satu badan khusus yang mengurus 
eegala sesuatu yang berhubungan dengan penerjemah. 
~sl) Elepattemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mendukung usaha 
swaata di bidang penerjemahan yang telah nyata-nyata menunJukkan 
ken1atnpuan. 
(6) Untuk penulisan karya asli dan saduran tidak perlu ditentukan "target". 
Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digarap dan pe-
nulisannya ditawarkan kepada orang-0rang yang dianggap ahli. Penulis 
hendaknya dibebaskan dari tugas rutinnya (sabbatical leave). Sehubungan 
dengan penulisan karya asli ini, perlu diadakan latihan penulisan buku 
(textbook writing). 
(7) Pengadaan pedoman khusus untuk pembentukan istilah-istilah dan tata 
nama dalam masing-masing bidang ilmu hendaknya dijabarkan dari 
pedoman umum pembentukan istilah yang telah disepakati. 
(8) Desimal hendaklah dinyatakan dengan titik (.), bukan koma (,) sehingga, 
misalnya 0,9 menjadi 0.9. 
(9) Sebagai pengejawantahan Kongres Bahasa Indonesia III agar pada awal 
Pelita III digalakkan penerjemahan besar-besaran. 
(10) Agar dibentuk badan pertimbangan yang anggotanya terdiri dari para 
ahli pelbagai bidang ilmu yang bekerja dalam dua tahap, yaitu untuk: 
(a) memilih dan menyebarluaskan istilah dan 
(b) menampung .pendapat (tanggapan) masyarakat serta menetapkan 
istilah yang akan dipakai. 
(11) Penanaman bilangan besar Amerika ·· yang sama dengan penamaan bi· 
langan besar dalam bahasa Prancis dan Rusia ·· hendaklah dijadikan dasar 
penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia (contoh: miliun, biliun, 
triliun, dan seterusnya). 
(12) Bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan sistem penamaan bilangan 
antara sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur, 
yang lebih mudait diterilna oleh anaJc.~nak, di sarnping menggunaJcan 
sistem yang berlakti sekarang. 
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(13) Pengejaan nama bilangan hendaknya dilakukan dengan mengingat fungsi 
aditif dan multiplikatif"angka-angka yang terdapat dalam tubuh lambang 
bilangan itu. Yang bersifat aditif ditulis terpisah, sedangkan yang bersifat 
multiplikatif dirangkaikan (Contoh: 23 = duapuluh tiga). 
(14) Penggunaan angka 2 untuk menyataI<:an kata ulang dan penggunaan 
huruf x di dalam ejaan bahasa Indonesia (Ejaan yang Disempurnakan) 
sebaiknya ditinjau kembali. 
Jakarta , 3 November 1978 
KEPUTUSAN KONGRES BAHASA IV 
Pendahuluan 
Kongres Bahasa Indonesia IV berlangsung dari hari Senin tanggal 21 No-
vember 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di Hotel 
Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintah-
an, departemen dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, 
para il.J:nuwan yang mewakili pelbagai bidang ilmu dan teknologi, serta pe-
minat lain dari dalam dan luar negeri. Dengan memperhatikan pidato pe-
ngarahan dalam peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, pada 
tanggal 21 November 1983, serta setelah mendengarkan makalah-makalah 
yang disajikan dan dibahas secara seksama baik di dalam sidang-sidang leng-
kap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia IV 
mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam 
hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, 
dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan k~dudukan dan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu: 
1. sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan; 
2. sarana pengembangan kebudayaan; 
3. sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; serta 
4. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut. 
A. Bidang Bahasa 
1. Kesimpulan Umum 
Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangan-
nya dewasa ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan 
kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, 
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1-Z 
tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi 
juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini herarti bahwa 
bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan 
cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari satu latar be-
lakang bahasa di Tanah Air berkomunikasi dengan manusia dari latar 
belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa In-
donesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang 
terbukti dengan · makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tin~t 
tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia a'tau diterjemahkan 'ke 
.dalam bahasa Indonesia . 
Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus 
berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuh-
an dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa 
perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lain-
nya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai 
alat pengungkap dengan alam sekitar dan fenomena sosial sebagai 
isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupa-
kan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbul-
kan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan 
seksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragarn itu rnenyirnpang 
terlalu jauh dari poros inti bahasa kita1 
Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup 
banyak pemakai bahasa Indonesia yang belwn dapat mernperguna-
kan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara rnereka 
adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cende-
kiawan, dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpe-
ngaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada : 
I . pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelornpokan wacana 
yang tidak mengungkapkan "jalan pikiran yang jernih, logis, dan 
sistematik; 
2. pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang 
telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang 
telah um urn dipakai; 
3. pemakaian isti:l.ah · teknis yang tidak seragam dalarn ilmu penge-
tahuan; 
4. pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap 
baku; 
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5. pengejaan kata a tau frase yang tidak taat asas. 
2. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut. 
1. Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia ~ebagai 
tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan betbagai 
ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan. 
2. Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat 
tidak hariya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang di-
anggap baku, kategori sintaktik setiap kata, dan batasan serta 
contoh pemakaian yang lebih lengkap. Jika mungkin, kamus ini 
perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai 
asal kata. 
3. Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan 
sumber untuk memperkaya bahasa nasional. 
4. Perlu digiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang 
bermanfaat bap pelbagai bidang. 
S. Lembap-lembaaa pemerintah (departemen dan nondepartemen) 
dan inltanli·instanai awasta yang berkecimpung dalam bidang 
ilmu penaetahUan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk 
menyerapm.kan iltilah·istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan 
dan penyeragaman iltilah aerta tata nama hendaknya dibuat 
denpn keranglca pemerian bahwa istilah-istilah itu perlu me-
menuhi aelera naluri para pemakainya sehingga dapat benar-
benar diterima dan dipakai. Pusat Pembinaan dan Pengembang-
an Bahasa ditugasi mengkoordinasikan kerja sama itu dan me-
nyebarluaskah hasilnya. 
6. Sikap hati-hati dalaJn memilih unsur-unsur dari bahasa lain, 
terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan. 
7. Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis 
karya i1miah dalam bahasa Indonesia. 
8. Perlu ditetapkan pedoman transliterasi kata,-kata Arab ke dalam 
huruf Latin bahasa Indonesia. 
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P. Pengajaran Bahasa 
J. K esimpulan Umum 
Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia 
di lembaga-lernbaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan 
dan fungsi batJ.asa Indonesia. Jika ditinjau dari sudut penutur bahasa 
Indonesia, tuJuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah : 
I . tercapafnya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, 
tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar; 
2. tercapainya pemilikan keterampilan yang baik dalam meng-
gunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengeta-
huan yang sahih; 
3. tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap 
yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang tampak 
dari perilaku sehari-hari. 
Sesuai , dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa In-
donesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan 
dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, fungsi 
bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional 
ialah (I) sebagai ma ta pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa 
pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai 
bahasa penalaran, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan 
diri hasil pendidikan. 
Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang 
diajarkan adalah : 
I. bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam 
lisan maupun ragam tulis; 
2. bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetatman dan bahasa 
kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa.modern. 
Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkap pengem-
bangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai di lembaga pendidikan 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
I. . mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat ko-
munikasi yang efektif dan efisien, yaitu mernpunyai kemampu-
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an ,menyam_p~~ informa~i secara. , tepa~ . dengan berbagai 
koQ'otasi; · · 
. 2. meipP,u,iyai bentuk ,es~etis; , . 
3 . . men\PWlyai k~luwesan sehingga dapat dipergunakan untuk 
• · mengekgpresikan makn•-mabla baru; 
4. tnempunyai ragaril yartg. ~suai dengfu jenjang' lembaga pen-
didikan. · 
Kead~ kebahasaan di · Indonesia yang sangat ntajemuk dengan 
adanya bahasa-b~· daerah yang banyak;yang·tersebar di seluruh 
tanah air,. belum dimanfaatkan dalam perididikan dan pengajaran 
bahasa Indonesia. 
· Dalam · pengajaran bahasa' Indoii.e'sia belum diperhatikan sifai 
komunikatif blhasa ' dengan rrierpahfaatkan berbagai komponen 
komunikasi, baik · sebagai bah4sa y'ang dfpakai'datail'i ptoses pengajar· 
an maupun sebagai hasilpengajaratl itu sendiri. · ( 
. Pengajaran sastra di sekolalr sebagai bagian yang tidak terpisah-
kan dari pengajaran bahaiia beltlin mencapai "tujuan yang ' sesuai 
dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan nilai kehidupan dan 
kebudayaan. · 
! 
· 'Pohl kebijaksana¥t nasional _inengenai . l>em~t~pa.n kedudukan 
dan fungsi bahasa In'donesia sebagai sarana pendidikan dan pengajar-
an pada dasainya adalah tsebuah ·strategi yang memandu· pendidik 
. bahasa Indonesia di·dalam n'iengemba:ngkan tindakan y'ang mendasar 
dalaJn memantapkan kedudukan dan fuligsi blhasa ·Indonesia sebagai 
' ~ vendidikan: dalt·pengajaran'. : ' 
2. 1Yndak Lanjut 
Tindak lanjui yang perlu diambil adalah scl>agai berikut. 
. . . ~ L ' , . 
1. Dengan memperkuat keputusan K()rigres Baha~ Indonesia All, 
diusulkan agar mutu pengajaran b~ ln~nesia di semu•Jenis 
dan jenjailg · pendid~ ditingkatka,h dengan · berba3ai macarn 
upaya, seperti (a) peningkatan ketnampuall . guru bahasa In-
donesia;:(b )' pengeQibangan b'ahan pelajaran y .. seauai dengan 
fungsi komunilcatlf Jan in~gtatif bahasa, 1Ce1;>udayaan, serta 
penalaran, dan ( c) pemberian oengalaman belajar Jkepada siswa 
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untuk ~eroleh keterampilan dalam. proses belajar bahasa 
In~orieiia. 
2; Dengan tujuan mamantapkan kedudukan dan fungsi bahasa In-
donesia sebagai sarana pendidikan dan · pengajar!Ul~ pola kebijak-
sanaan nasional kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu 
dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentu-
an strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa 
yang secara berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan 
kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar 
clan menengah, (b) penaembangan tata bahasa anutan, (c) peng~ 
gunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa 
pengantar, (d) pemantapan kemampuan berbahasa Indonesia 
sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/ 
pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model peng-
gunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
3. Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat 
membanfu terlaksananya tinsur humaniora dalam kurikulum 
di lembaga-lembaga pendidikan. 
4. Dahan pelajaran bahasa ·Indonesia perlu mencakup latihan me-
nyimak, berbicara, metllbaca, dan meriulis. Dalam rangka meng-
imbangi lajlf"-pet_~bangan karya ilmiah, pengajaran membaca 
cepat perlu dikembangkan secara khusus. 
S. Pembinaan dan pengembangan bahasa.Indonesia hendaklahme-
manfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan 
pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan 
nasional di bidang . kebudayaan, khususnya sektor kebahasaan, 
berlangsung secara efektif dan eflsien dan (b) kemampuan warga 
masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat. 
6. Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin 
mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di 
lingkungan keluarga. 
7. Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada 
kenl8n)puan berbahasa secara umum di sekolah dasar . dan me-
n~gah, perlu dikembangkan balnm pengajaran bahasa yang 
~perlukan bagi bidang-bidang khusus. 
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8. Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strateginya ber-
tujuan menjamin hak hidup bahasa dan· kebudayaan . daerah 
hendaknya mempunyai nilai positif. 
9. Di dalam kurikulum lembaga p.endidikan tinggi hendaknya di-
masukkan program pendidikan bahasa Indonesia. 
I 0. Hasil penelitian kebahasaan. dan pengajaran bahasa hendaklah 
disebarluaskan dan dimanfaatkan. 
11. Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyuk-
seskan pembinaan dan p.:ngembangan bahasa Indonesia. 
C. Pembinaan Bahasa 
1. Kesimpulan Umum 
Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha 
mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indone-
sia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional 
itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia 
memenuhi fungsinya sebagai bahasa Iiasional dan bahasa . negara di 
samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi modern . 
Kenyataan yang dihadapi olen para pembina bahasa ialah 
pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di 
lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-0rganisasi yang 
mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, 
yang belum mengg~mbirakan. 
Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu 
hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-
kaidah bahasa Indonesia Karena bahasa keilmuan itu harus ber-
makna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus terus diperbaiki 
dan usaha pembakuannya ditingkatkan. 
Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk 
pem binaan . dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka pem-
bangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang 
luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa 
pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara 
tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecende-
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runpn mFniflU~~r.n pta-kat~ terf<illt\t dalllIJl media cetak. misal-
ny~ , 1erm1 m~m~~jfibatfaq malqla k~UnJt menyimpang atau hilang 
satn* ''Kiili· Pi Sllfl1Pln$ itu, d"1am "eadaan atauqJtesempatan ter-
terlf~ 'llfffill ffal\ r~makaiah un•µr·4n-1u bahasa datsrah atau bahasa 
asiflf Yffl1 tl41l~ per1u. 
feouµo~~n l1¥13sa lndonesja so?~aai sarapa komunikasi sehari-
hafj oltti m-~y~r~pt menunju~11 penjngk!ltan yans pesat dan 
ju'lllJh Af~llj Yffn~ menggunak~p ll•~aaa Indones~ sebagai bahasa 
perJ~m* ~tll'lclP I meningjcat. Nilmttn, Ongkat kerriaqipuan ber-
ball~ta IMQJW,I~ ~cara' b~ik dafl btfll•r masih perlu mepdapat per-
haU11n p~r~ peqdJdilc dan pemakai bahasa Indonesia. 
2. Tinqak f,qniuf 
TinQ~f h111~4t y;ing perlu diambU adalah sebagai berikut. 
I . Pen~m111p bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama 
bidl!-ll* OUf4ID dan peri.mdang-undangan, perlu segera digarap 
secqrn a1m~up-sungguh, bertahap, dan terpadu karena hukum 
yaJlf ~ifn~Il~efti .oleh setiap anggota masyarakat akan lebih 
men.j1Hnin terl11lcsananya pembangunan nasional secara inantap, 
lanF~r. diw tertlb. 
2. Sernµ~ 14pa,rfftur pemerintah, terutama yang secara langsung ter-
libin 4lll~ perenc1maaq, peoyus1man, pengesahan, dan pelaksa-
paa,o fll*ltfll• flarus memilj.Jti kemarnpuan dan keterampilan 
~erP, iffia~ lfldpnesia yang wemildai sehingga hukum/undang-µnq~n, Yitfl* 1maspkan dan yanR harus dilaksanakan itu mudah 
pip~~ ~a,n tidak menimbu~an tafsiran yang berbeda-beda. 
3. Selllµ~ peiHsa~ pemeriJltahiw, Jqiususnya yang berhubungan 
Jan~~»flM 4pq~iJl masyarakat, sepefil lurah, guru, juru penerang-
·~! .PtflYjltr fll\1/TVRI, dan staf fedaksi media cetak, harus me-
fTlitlfi kcsmafTlpµan dan keteriunp».n · berbahasa Indonesia yang 
baqc 4Jfl P~flllf. Salah safu cafa Ylnl perlu segera ditempuh ialah t>.-.r,.. 9'lj4f dep!lrterqen, lemllJ~a nondepartemeo, dan or-
iaJH~~· •w~ta merencanakafl kllfafan kebahasa,an ..,demikian 
fUI!~ fCIJlffl~ 1 settap petup1 fllf" anggota daJam badan itu 
te~flfll~IJllllY~ fTlemililq kti~rarnpijan berbahasa lndonesia 
Y~ "~'11 4fl~Pll kebutullailny~ d&Wn me.laksanakan tugas 
Pem~"SHfl*P· 
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4. Pemerintah perlu 1 segera mengambil langkah-langkah yang me-
mungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemi-
kian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komuni-
kasi utama di negara ,Republik Indonesia. Kata atau istilah 
asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha 
(nama badart usaha, iklan, dan papan pe,ngumuman untuk ma-
syarakat luas), harus segera dillsahaka11 penggantiannya dengan 
kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama 
yang terpadu antara berbagai instansi (Departemen Kehakiman, 
Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, 
Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Ke-
amanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-
lembaga masyarakat) sangat dipedukan. 
5. Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin ber-
bahasa yang dapat dibanggak~n. 
6. Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa 
yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik Pemerintah maupun 
swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau 
pemanfaatan ahli bahasa secara maksimum pada berbagai sektor 
pembangunan. 
7. Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu 
dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang 
tingkat kepahamannya berbahasa -Indonesia masih rendah. 
8. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu di-
mantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, 
sekurang-kurangnya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan 
ba,hasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional. 
9. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
perlu ditingkatk;m terus, terutama dalam Bulan Bahasa {bulan 
Oktober setiap tahun). 
10. Kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia para guru, 
terutama guru . bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, di 
samping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa In-
donesia. 
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11 . . Buku-buku yang diterbitkan-baik ·yang asli maupun yang ter-
jemahan-, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan 
koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
12. USaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan 
diarahkan sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin 
berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia 
p~ra pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat di-
tingkatkan . secara mantap. Guna memungkinkan tercapainya 
tujuan . itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informal perlu 
dirnanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selliin itu, usaha me-
masyarakatkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempumakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan 
kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang 
lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu 
dapat mencapai dan dijangkau masyarakat luas. 
13. Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting 
dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam 
hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur ba4asa daerah yang di-
maksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaklah 
dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menirnbulkan 
dampak negatif, baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia 
itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indone-
sia secara keseluruhan. Keampuhan bahasa Indonesia sebagai 
lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan 
nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa 
daerah yang digunakan dalam bahasa lnd'onesia. 
14. Hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan; perlu ditunjang dengan instruksi 
pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi. 
15. Kongres Bahasa Indonesia IV memperkuat keputusan Kongres 
Bahasa Indonesia III agar Pusat-Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa . ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga non-
departemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembina-
an dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdayaguna. 
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16. Kongres · mengtisulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke 
dalam konsep Wawasan Nusantara karena bahasa Indonesia. 
merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus ber-
fungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam 
kehidupan bangsa dan negara. 
1 7. Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu 
diperoleh d.afa kebahasaan yang sahih dan lengkap.' Data yang 
demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia. 
18. Kongres menugasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa 
Indonesia IV dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa. 
Indonesia V yang akan datang . 
. 19. Ketentuan mengenai lalu lintas buku. dan barang cetakan lain 
yang tertulis dalam bahasa Indonesia, .terutama di kawasan 
ASEAN, perlu ditinjau kembali. 
Jakarta, 26 November 1983 
PU1USAN KONGRES BAHASA INDONESIA V 
Pendahuluan 
Kongres Bahasa Indonesia V yang pembukaannya diadakan di Istana 
Negara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988 yang sidang-
sidangnya berlangsung hingga hari Kamis tanggal 3 November 1988 di Hotel 
Kartika Chandra, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembuka-
an oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 28 -Oktober 
, 1988, pidatp pengarahan Menteri Pendidikan dan ~budayaan, Prof. Dr. 
Fuad Hassan, pada tanggal 29 Oktober 1988, dan setelah memperhatikan 
laporan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Anton M. 
Moeliono, serta mendengarkan dan membahas secara saksama makalah yang 
disajikan, baik dalam sidang lengkap maupun dalam sidang kelompok, yang 
berkaitan dengan: 
a. garis haluan: 
I . perencanaan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 
asing); 
2. pengajaran; 
3. bahasa Indonesia di luar j alur fonnal; 
4. sarana penunjang; 
5. kerja sama kebahasaan dalam dan luar negeri; 
6. pembinaan sumber daya manusia dalam pengembangan bahasa Indo-
nesia; 
7. penerjemahan; 
b. ranah pemakaian bahasa: 
I. bahasa dan penill.aran; 
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2. bahasa dan ungkapan rasa; 
3. bahasa dan kreativitas ; 
4 . peran bahasa Indonesia dalam pembangunan ilmu ; 
5. peran bahasa daerah dalam pengajaran bahasa Indonesia ; 
6. sumbangan dan hambatan bahasa asing dalam pengembangan bahasa 
~ndonesia ; 
7. perkembangan bahasa Indonesia ; 
8 . perkembangan penelitian bahasa Indonesia ; 
9 . laporan penelitian ; 
c. pembangunan dan pengembangan sastra: 
1. pemasyarakatan sastra; 
2. sastra dalam pendidikan di sekolah dasar; 
3 . sastra dalam pendidikan di sekolah lanjutan; 
4. pengembangan sastra; · 
5. penelitian sastra; 
6. bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra; 
7. hubungan sastra Indonesia dan sastra daerah ; 
8. bahasa Indonesia, d.alarri teater dan film; 
d. bahasa Indonesia di luar 'negeri: 
1. tinjauan dari lu11r .~eri; 
2. tinjauan dari dalarn negeri; 
telah mengarnbil putusan sebagaimana diperinci di bawah ini. 
I. BAHASA 
A Simpulan Umum 
Kedudukan bahasa Indonesia kini semakin mantap sebagai wahana ko-
munikasi , baik dalarn hubungan sosial maupun dalarn hubungan fonnal. Pe-
makaian bahasa Indonesia sejak tingkat sekolah dasar sarnpai dengan tingkat 
perguruan tinggi menunjukkan kemantapan b$asa Indonesia sebagai bahasa 
nas1onal . Narnun, masih cukup banyak pemakai bahasa nasional ki.ta yang 
belum mempergunakan bahasa lridonesia dengan baik dan benar, sesuai 
dengan konteks pemakaiannya. Karena -itu, pendidikan dan pengajaran 
bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Demikian pula pene-
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litian bahasa Indonesia perlu digalakkan sehingga pengembangan bahasa · 
. nasional akan terus berlandaskan temuan penelitian yang terarah dan ter- . 
padu. 
B. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan 







Dalam konteks budaya yang memberi penekanan pad~ prinsip anutan, 
Kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-h~att dalam memakai 
bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat rnasukan bahasa yang 
baik dan benar. 
Karena media massa merupakan komunikator petnbangunan yang me-
manfaatkan bahasa. Indonesia , mak·a meqia massa seperti surat kabar 
dan majalah, hend aknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus mem-
bina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh 
bagi masyarakat . 
Dalam mengembangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmiah 
dan modern, janganlah penutur l'>ahasa terjerumus membentuk sikap 
nasion'alisme sempit yang berlebihan (chauvinisme). Bahasa Indonesia 
perlu dikembangkan. dan dalam perkembangan itu penuturnya tidak 
usah takut untuk memungut kata baru, baik yang digali dari bumi sen-
diri maupun yang dari Iuar sesuai dengan keadaan dan keperluan. 
Bahasa Indonesia hendaknya dimasukkan ke dalam delapan jalur peme-
rataan atau menjadi jalur '\<esembilan dalam Garis-Garis Besar Haluan 
Negara. Pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu digalakkan supaya 
tidak ada lagi dalam masyarakat Indonesia kelompok yang belum me-
nikmati pemerataan pembangunan . 
Untuk mengikuti perkembangan ilmu , kegiatan penerjemahan buku 
asing ke bahasa Indonesia perlu digalakkan. Para ahli bahasa dianjurkan 
mengadakan kerja satna dengan ahli informatika untuk menjajaki dan 
mengembangkan mesin penerjemahan. Pendidikan penerjemah dan 
penyediaan kamus istilah bidang ilmu menjadi prasyarat yang sangat 
pen ting. 
Bad.an _pemerintah yang mengeluarkan dokumen resmi, seperti undang-
undang hendaknya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia sehingga 
ragam b:iliasa bakunya dapat dicontoh masyarakat. 
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7. Politik perbukuan nasional perlu segera disusun karena penerbitan dan 
perbukuan di Indonesia yang tidak berkembang 'akan menghambat pem-
binaan dan pengembangan bahasa. 
8. ·Sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang mempunyai unsur (I) ke-
banggaan pada bahasa , (2) kesetiaan pada bahasa, dan (3) kesadaran 
akan norma bahasa, masih perlu dipupuk . 
9. Putusan Kongres Bahasa Indonesia IV mengenai penghapusan pemakai-
an bahasa asin,g pada papan nama gedung umum , seperti toko, dikukuh-
kan lagi, dengan menganjurkan kepada semua pemerintah daerah su-
paya lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. 
10. Pengerahan, pembinaan, dan pendidikan tenaga kebahasaan- termasuk 
pengaderan-perlu dilakukan dengan berencana. 
11. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang konsep-konsep 
pembangunan harus menggunakan bahasa yang akrab , dan isi pesan 
pembangunan harus relevan dengan keperluan khalayak serta sesuai 
dengan daya tangkap masyarakat. 
12. Untuk keperluan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia, hendak-
nya disusun bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional (yang 
sejenis dengan ujian TOEFL). 
13 . Penggunaan bahasa ilmiah yang tepat, lugas , dan logis di kalangan pene-
liti perlu dibiasakan. 
14. Mengingat pembinaan umat beragama merupakan bagian yang penting 
dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan bahasa Indonesia 
merupakan sarana dalam kehidupan beragama, maka pengajaran bahasa 
Indonesia di lingkungan pendidikan agama harus terus ditingkatkan dan 
harus dikoordinasi dengan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah 
urn um. 
15 . Penelitian kebahasaan di Indonesia menghadapj banyak kendala, seperti 
perpustakaan yang belum memadai , tenaga pene1iti yang perlu mening-
katkan ilmunya, dan rendahnya kemampuan berbahasa asing peneliti. 
Instansi pendidikan tinggi diharapkan memperhatikan sarana fisik yang 
diperlukan dan mengusahakan peningkatan mutu peneliti sehingga pe-
nelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan segala persyaratannya. 
16. Dengan telah diterbitkannya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata 
Bahasa Balcu Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
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Bahasa diharapkan dapat mengembangkan dan,jika perlu, menyempur-
nakannya. 
17. Untuk buku pelajaran sekolah diperlukan penulisan tata bahasa yang 
sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memakai Tata Bahasa Baku 
Bahasa Indonesia sebagai acuannya. 
II. SASTRA 
A. Simpulan Umurn 
Sastra, jika ditinjau dari fungsinya, dapat membefikan kepuasan dan 
pendidikan bagi pembacanya. Jika diapresiasi dengan baik, karya sastra dapat 
menambah pengetahuan pembaca tentang keh~dupan, pengenalan manusia, 
kebudayaan , kesenian, dan bahasa. Sastra dapat memberikan pelajaran yang 
praktis tentang berbagai cara menggunakan bahasa. Sastr,ajuga mengembang-
kan imajinasi dan fantasi - suatu ha! yang kerap dilupakan dalam pening-
katan kualitas intelektual peserta didikiµi dan pembaca pada umumnya. 
Karena itu, prosa, puisi, drama, dan karya sastra pada umumnya, selain dapat 
dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang 
kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan m,emanusia-
.kan manusia. 
Bahasa yang diperguµakan di dalam banyak karya sastra mef'lunjukkan 
adanya tumpang tindih kode ucap sastra yang kadang-kadang menyalahi 
kaidah hahasa yang baku. Hal itu disebabkan oleh ke;;erluan peny~paian 
pikiran dalam karya sastta. Pada umumnya, bahasa.y~g dipergunakan dalam 
karya sastra berbeda dari bahasa dalam karya yan~ bukan sastra. ~a7ena itu, 
para pembaca pa tu tlah menyadari ha! itu agar tid!lk selalu ada kesaJaflpahaqi-
an dalam penerimaan maksud dan tujuannya. 
Sastra dapat dimanfaatkan dalam pendidikan bangsa. Jadi, muiu karya 
sastra Indonesia dan daerah, perlu juga ditingkatkan. Penelitian dalam bidang 
sastra perlu digalakkan agar perkembangan, mu tu, bah.kan variasi sastra dapat 
tetap dipantau demi pembinaan dan peng~mbllitgan sastra pada umumnya. 
B. Tindak Lanju t 
Tindak lanjut yang. perlu diam1'il dalam' hubungan ,dengan simpulan 
umum di atas adale.h sebagai beri.kut. 
l. Cara kongkret untuk menaikkan mutu dan jumlah karya sastra perlu 
diupafakan. 
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2. Pendidikan intelektual secara terencana dan terarah perlu dikembang-
kan agar dapat menumbuhkan selera intelektual dan sekaligus melahir-
kan minat baca sastra. 
3. Tradisi pemasyarakatan sastra melalui forum pertemuan ilmiah, pemen-
tasan drama, serta pembacaan sajak dan nove~perlu dirintis. 
4. Keberanian mengajak semua lapisan masyarakat sejak usia dini untuk 
mengenal karya sastra perlu dikukuhkan kembali. 
5. Untuk menarik minat pembaca terhadap sastra perlu diciptakan terbit-
an yang memperlihatkan "Wajah Indonesia dalam Sastra", yang meru-
pakan hasil penelitian sastra Indonesia, dan "Sastra dan Budaya Bang-
sa", yang merupakan .hasil penelitian sastra 4aerah. Kedua terbitan ini 
dlharapkan dapat ditampilkan pada Kongres Bahasa Indonesia VI. 
6. Perencanaan pembinaan dan pengembangan sastra dalam menentukan. 
a:rah perkembangan sastra di lndone~ia perlu disusun. 
7. BUku teori dan kritik sastra yang televan dengan karya sastra Indonesia, 
yang dapar dipakai sebagai aculUl bagi para guru sastra dan peneliti 
sastra perlu disusun" 
8. Penelitian puisi, prosa, dan drama perlu ditingkatkan. Untuk itu , diper-
lukan pola penelitian sastra yang ~enyeluruh , terpadu, dan bertahap, 
dengan program yang terperinci yang dapat memberikan gambaran ke-
sastraan Indonesia. 
9. Tenaga peneliti sastra perlu dididik dan dikembangkan wawasannya. 
Mata kuliah metode penelitian sastra seoaiKnya diwajibkan di setiap 
perguruan tjnggi yang· mempunyai jurusan sastra dan bahasa agar 
tumbuh barisan peneliti yang berkualitas. 
l(i). Kritikus sastra perlu disertakan dalam penyusunan kurikulum sekolah 
lanjutan untuk ikut menentukan karya-karya yang cocok bagi penga-
jaran. 
11 . Pemakaian seni· pentas rakyat sebagai sarana pergaulan sastra daerah 
dan sebagai identitas masyarakatnya perlu ditingkatkan. 
12. Para ahli sastra harµs ikut bertanggungjawab atas perkembangan sastra. 
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DI.· PENGA.JARAN BAHASA 
A. Silripulan Umum 
Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterarnpilan pe-
serta didikan berbahasa Indonesia dengan baik dan beliar. dalam upaya me-
ningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan 
masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan bah~a Indonesia merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan peruiidikan nasional. 
Dalam mencapai tujuan pendidikan . bahasa Indom;sia, kurikulum bjl-
hasa, buku pelajaran bahasa, metode belajar-mengajar bahasa, gliru, lingkung-
an· keluarga serta masyarakat, dan perpustakaan sekolah memegang peranan 
penting. Kurikulum bahasa harus ,Juwes dan dapat mengembangkan kreati-
vita~ guru dalam kegiatan belajar-mengajar; isi dan cara penyajian buku pela-
jaran b1ahasa harus menarik dan menunjang pembinaan keterampilan ber-
baha_sa dc!'ngan baik dan benar; metode belajar-mengajar harus dapat menum-
buhkan interaksi guru-peserta didikan sedemikian rupa sehingga mengembang-
kan didikan kekritisan, kekreatifan, serta keresponsifan peserta didikan dalam 
menghadapi pelajaran dan kehidupan; guru bahasa dan guru nonbahasa di 
berbagai jenjang dan jenis pendidikan, serta lingkungan keluarga dan masya-
rakat, harus dapat memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar; 
dan jumlah serta jenis buku perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan. 
Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat dijadikan mata pelajaran tanpa 
mengganggu pendidikan bahasa Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pela-
jaran, metode pengajaran', dan sarana lain pendidikan bahasa daerah perlu 
dikembangkan. 
Bahasa a$ing_ tertentu diajarkan di sekolah terutama dengan tujuan 
membina kemampuan memahami dan memanfaatkim ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang diungkapkan dalam buku atau terbitan yang berbahasa asing. 
B. Tindak Lanjut 
lindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan 
umum di atas adalah sebagai berikut-. 
I. Kurikulum bahasa yang berlaku di sekolah dasar dan menengah perlu 
segera disempumakan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosio-
linguistik bahasa seita keluwesan dan kesinambungan isi. 
2. Pendidi.kan dan pengajaran bahasa hendaknya··1ebih menekankan keteram-
pilan berbahasa dan aspek apresiasi sastra daripada aspek teori kebahasaan. 
89 
3. Buku pelajaran bahasa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk sekolah dasar dan menengah per~u segera ditingkat· 
kan isi, mutu , serta cara penyajiannya. 
4. Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah 
dasar dan menengah perlu segera disusun dan dikerrtbangkan berbagai buku 
acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, tata bahasa pedagogis. dan panduan pengajaran bahasa komuni· 
katif. Di samping itu, penataran g~ru bahasa perlu ditingkatkan dalam hal 
pengelolaan, kurikulum, metode, penyusunan bahan pelajaran. 
5. Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di luar jUl"l;lSan sastra Indo-
nesia hendaknya merupakan kebijakan-nasional dan dipadukan dalam ma!a. · 
kuliah dasar umum~ · 
6. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjal4t 
kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalainan dan informasi. 
7. Pemerintah Indonesia perlu membanfu pengembangan lembaga pendidikan 
di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja 
' sama, antara lain dengan ikut menyediakan tenaga pengajar Indonesia 
untuk mengajar ~i luar negeri, meriyeqiakan bahan pengajaran, ·memberi· 
kan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan 
kepada para siswa yang ingin memperdalam perigetahuannya tentang 
bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia. 
8. Pembentukan pusat pengkajian intemasional tentang bahasa Indonesia 
perlu dipertimbangkan. 
IV. PENGAJARANSASTRA 
A. Simpulail Umum 
Simpulan umum yang ditetapkan dalam bidang pengajaran sastra adalah 
sebagai berikut. 
1. Diperlukan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong kreativitas guru 
dan peserta didikan di dalam pelaksanaan pengajaran sastra agar fungsi 
kurikulum pengajaran bahasa Indonesia sebagai pedoman pengajaran tidak 
menjelma menjadi kendali yang terlalu ketat yang menghilangkan ruang 
ger8k ·bagi inisiatif guru dan peserta didikan. 
2. Pengajaran sastra Indonesia sebagai pengajaran yang struktutal fungsional 
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dibangun di atas landasan ilmu sastra yang relevan, hasil sastra, dan ihnu 
pendidikan. 
J.. .'.fujuan pengajaran sastra adalah menumbuhkan dan mengembangkan akal 
budi peserta didikan melalui kegiatan pengalaman sastra, yaitu berapre-
siasi dan berekspresi sastra, dan melalui kegiatan penelahaan masalah 
sastra sehingga timbul kegemaran membaca dan menghargai sastra sebagai 
sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. 
4. Bahan pengajaran sastra selayaknya mencakupi: 
a. karya sastra, berupa ·cerita rekaan, puisi, dan drama, yang telah terpilih 
dari segi kualitas dengan mempertimbangkan keragaman dalam hal 
jenis. bentuk, tema, serta zaman, dan tingkat kesulitan serta kesesuaian-
nya d6tlgan keadaan peserta didikan. 
b. pengetahuan tentang sastra (teori dan sejarah sastra) sebagai perleng-
kapan berpikir peserta didikan yang berguna untuk memperoleh penga-
Iaman dan penikmatan sastra yang lebih mendalam. Bahan tersebut 
dapat menghindari pengetahuan yang semata-mata teoretis yang men-
j adi beban hafalan. 
5. Dalam pengajaran sastra diperlukan proses belajar-mengajar yang sekaligus 
melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian peserta didikan ter-
hadap sastra secara langsung sehingga terjadi interaksi dinamis antara pe-
serta didikan, karya sastra, dan guru. Kegiatan belajar menjadi media 
untuk melahirkan dan menguji gagasan serta melakukan penerokaan dan 
pemikiran Iebih Ianjut tentang sastra dan hubungannya dengan kehi-
dupan . 
6. Guru sastra memerlukan keleluasaan mempersiapkan diri berupa membaca 
dan memilih karya sastra, menyusun bahan, dan menciptakan model 
pengajaran, serta melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Tugasnya 
mengajarkan sastra yang dirangkap dalam mengajarkan bahasa tidak 
dapat dijalankan dengan Ieluasa. Karena itu, hendaknya diadakan pemba-
gian tugas di antara para guru, yaitu guru yang bertugas sebagai pengajar 
sastra dan guru yang bertugas sebagai pengajar bahasa. 
7. Para peserta didikan diwajibkan membaca karya sastra yang sudah terpilih 
sebagai bahan pengajaran sastra. Di dalam kelas peserta didikan diberi ke-
leluasaan melahi.rkail pendapatnya sendiri. Dengan bimbingan guru peserta 
didikan menemukan butir persamaan dari pendapat itu dalam rangka mem-
bangun makna sastra bagi dirinya sendiri. 
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8. Tersediariya buku dan majalah yang berisi karya sastra, khususnya yang 
telah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra, merupakan syarat untuk pe-
nyelenggaraan pengajaran sastra. Hendaknya di setiap sekolah tersedia 
bahan berupa karya sastra dengan jumlah yang mencukupi keperluan 
belajar peserta didikan. 
9. Hubungan antara sastra Indonesia dan berbagai ragam sastra Nusantara 
sangat erat. Pengajaran sastra yang memperlakukan karya sastra Indonesia 
dan daerah dalam satu Wawasan Sastra Nusantara, akan dapat menumbuh-
kan kesadar~ peserta didikan akan Wawasan Nusantara. 
B. Tindak Lanjut 
Tindak Janjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan 
uml.im di atas adalah sebagai berikut. 
1. Bahan pengajaran sastra selayaknya dikurangi sehingga ada kele}uasaan 
bagi guru dan peserta didikan untuk melakukan pertdalaman dan kreati· 
vitas. 
2. Para guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kegiatan membaca 
karya sastra dan meningkatkan kreativitasnya dalam mengajarkan sastra. 
3. Di lingkungan sekolah perlu dhµnbil inisiatif intern untuk mengadakan 
pembagian tugas di antar.a para guru sehingga pengajaran bahasa dan 
pengajaran sastra tidak dirangkap oleh seorang guru. 
4. Hendaknya dfsusun senarai buku sastra (cerita rekaan, puisi, dan drama) 
yang wajib dibaca oleh peserta didikan pada setiap jenis dan jenjang 
sekolah. Buku karya sastra yang diwajibkan itu harus tersedia di setiap 
sekolah. 
5. Perlu dilakukan penelitian dan penyusunan bahan 'pengajaran sastra untuk 
setiap jenis dan jenjang persekolahan. 
6. Mengingat pengajaran drama di -sekolah harus ditangani oleh orang yang 
mengerti dan mampu bermain drama, diusulkan agar dibuka jurusan drama 
di lembaga pendidikan tinggi yang memberikan kewenangan kepada lulus-
annya untuk menjadi guru drama di sekolah. 
Jakarta, 3 November 1988. 
Umpiran 6 
HASIL SIDANG MAJELIS BAHASA 
BRUNEI DARUSSALAM- INDONESIA- MALAYSIA 
TAHUN 1976-1989 . 
No. I stilah Jumlah Sidang_ Majelis 
I . Kehutanan is s's VII, VIII, lX 
2. Pertanian 1.070 VII, VIII, IX 
3. Linguistik ' 2.586 VII, VIII 
4. Kesusastraan 506 VII, VIII 
5. Kependi<likan 485 VII, VIII 
6. Teknik Sipil 470 VII, VIII, IX 
7 Fisika 1.088 VIII, IX, XX.I 
8. Geografi <lan Geologi 1.262 VIII, X 
9. Matematika 3.012 IX, XX, XXI 
10. Biologi 580 IX, XX 
11. Arsitektur 183 IX 
12 . Agarna I slam 525 x 
13. Ke<lokteran- Kcsehatan 2.794 X,XI 
14. Olah Raga · 1.617 X, XI 
15. Ekonomi 1.325 X, XI 
I 6. Manajemcn (860 ' XI, XII 
17 . Komunikasi Massa 1.266 XI, XIII 
18. Anatomi 1.245 Xll; XIII 
19. F armasi - Farmakologi 1.721 XII, XIII 
20. Psikologi 1.080 XfI, XIII 
21 . Teknik Mesin 1.759 XIII, XIV 
22. Mincralogi 1.060 XIII, XIV 
23. Antropologi 1.524 XIV, XV 
24. Sosiologi· 1.779 XIV, XV 
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No. Istilah Jumlah Sidang Majelis 
25 . Statistika 1.130 XIV, XV 
26. Petrologi 2.929 XV, 'XVI 
27 . Hukum Internasional 2.269 XV, XVI 
28 . Hidrogeologi 854 XV, XVI 
29 . Hidrologi 1.027 XV, XVI 
30. Meteorologi 1.940 XVI, XVII 
31. Ilmu Kependudukan 1.895 XVI, XVII 
32. Administrasi Niaga 2.414 XVII , XVIII 
33. Kesehatan Masyarakat 1.952 XVII, XVIII 
34. Ilmu Perpustakaan dan 
Dokumentasi 2.069 XVIII, XIX, XX 
35. Zoologi 1.898 XVIII, XIX 
36. Teknologi Makanan 2.288 xvm, XIX 
37 . Elektroteknik lA19 XIX, XX 
38. Perkebunan 1.680 XIX, XX 
39. Fisika Dasar 701 xx 
40. Biologi 1 1.432 XXI 
41. Hukum Laut 1.339 XXI, XXII 
42. Pelayaran 1.613 XXI, XXIII 
43. Kimia 1 3.486 XXII, XXIII 
44. Biologi2 2.680 XXII , XXIII 
45. Penerbit;m dan Percetakan 1.312 XXII , XXIII 
46. Fisika2 3.988 XXIII, XXIV 
47. Matematika2 1.059 XX III 
48. Biologi3 3.616 XXIV 
49. Akuntasi 3.182 XXIV,XXV 
50. Biologi.4 1.905 xxv 
51. Fisika 3 761 xxv 
52. Kimia3 1.428 xxv 
53. Matematika4 3.951 xxv 
54. Biologi.5 1.738 XXVI 
55. Ginekologi dan Obstetri 500 XVI 
56. Fisika4 243 XXVI 
57. Kimia3 609 XXVI 


















Kimia 5 l.295 
Keuangan -3 34 
PERPUSTl\KAAN 
PUSAT BA HAS A 












PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
f l ______ _ 
Jin . Pr1muk1 Jin . Pemude 
PUSAT PEMBIN'AAN DAN 
......... ~ ... ·~n I 
Jin . Dlksi,,.pati Blr11 IV 
r----11 
Jin. D1k1in1p11i Bi rat II I 
:::=:==::==\I 
Jin . Deksi"'Plli Beret 11 
_ I I 
Jin. Dlksin~I B1r1t I l 
f_Mujld A·Taqw~ 
Lapengan Seplk Bole 
___ __. L __ _ 
Jin . Utan K1yu Jin . ~1m1ngun Muk1 
,. / 
